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BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

I.Visi dan Misi Pusat Perancangan Undang-undang Badan

Keahlian DPR Rl

Sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor

6 Tahun 2015 adalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. Badan

Keahlian Dewan Pen/vakilan Rakyat Republik Indonesia, yang

selanjutnya disebut Badan Keahlian DPR Rl merupakan aparatur

pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung

jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan

secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Badan

Keahlian DPR Rl dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Badan Keahlian DPR Rl memiliki tugas mendukung kelancaran

pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia di bidang keahlian dalam melaksanakan tugas tersebut

Badan Keahlian DPR Rl menyelenggarakan fungsinya. Untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan

Penwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian, Badan

Keahlian DPR Rl terdiri atas 5 (lima) Pusat, salah satunya yaitu Pusat

Perancangan Undang-Undang.

Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan

dan penyusunan instrumen hukum lainnya untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, jabatan

perancang peraturan peraturan perundang-undangan terlibat dalam

semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu

sendiri, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan hingga tahap pengundangan.



Sebagai seorang perancang peraturan perundang-undangan

sendiri harus memenuhi kualifikasi pendidikan yaitu pendidikan

sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar, pendidikan dan pelatihan

fungsional di bidang perancangan peraturan perundang-undangan dan

memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan, dan pendidikan

pelatihan pra jabatan.

Pusat Perancangan Undang-Undang terdiri atas Subbagian Tata

Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha

Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai tugas

menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk

kelancaran tugas dan fungsi Pusat Perancangan Undang-Undang,

sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional di pusat ini hanya ada

perancang atau biasa disebut Legislative Drafter (LD) mempunyai

tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok

Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang bidang

keahliannya. Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai 3 (tiga)

kelompok atau bidang, yaitu bidang Kesejahteraan Rakyat; bidang

Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; dan bidang Ekonomi,

Keuangan, Industri, dan Pembangunan. Masing-masing kelompok

jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional

yang ditunjuk oleh kepala unit kerja/ Kepala Pusat.

Visi Pusat Perancangan Undang-Undang adalah "Menjadikan

Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai Organisasi

Pendukung DPR Rl Bidang Keahlian Perancangan Undang-

Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas". Untuk

mewujudkan visi tersebut, Pusat Perancangan Undang-Undang akan

mewujudkannya dengan misi sebagai berikut:



1) Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan

Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi

legislasi dewan; dan

2) Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

DPR Rl

rarwN9n«

lliaiT<MI4MI«C

I • ! :
1:

' Miwa
[ WWOAWNKt^WMM

tMMNMCAM '•; ^
i

luiiMANfliauuif' "NKiMttMlCMM . MATWimWM
'. • •

^;^.«kc«p< ssr4.'.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl



Struktur Organisasi Pusat Perancangan Undang-Undang
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struktur Organisasi Pusat Perancangan Undang-undang

Dalam struktur yang tergambar diatas, sudah adanya perubahan

struktur dikarenakan faktor mutasi ke pusat lain atau pensiun. Kasubag

Tata Usaha Sagung Putu sudah diganti, Anita Susilawati sudah

dipindahkan ke TU BKD. Sedangkan untuk Koordinator Bidang Kesra

yaitu Ricko Wahyudi, SH, MH. Perancang Ekkulnbang Rina Pamela sudah

pindah ke Komisi dan tidak menjabat sebagal perancang. Perancang

merupakan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perancang adalah jabatan yang mempunyal tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang benwenang untuk

10



melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan

penyusunan instrumen hukum lainnya.

Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang

jabatan, meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan

kompetensi sosiai kuiturai. Untuk Jabatan Fungsional Perancang Ahli

Pertama memiliki standar kompetensi sesuai jenjang jabatan sebagai

berikut:

Menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka

Kreditnya, rincian kegiatan/tugas jabatan Perancang Pertama adalah

sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep usul

prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan;

b. mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul penyusunan

peraturan perundang-undangan dari unit teknis;

c. mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka

penyusunan paling sedikit meliputi: program legislasi

nasional/program penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah,

program penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, program

penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, program penyusunan

Rancangan Peraturan Lembaga, program legislasi daerah/program

pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, penetapan

prioritas tahunan;

d. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik;

e. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan;
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f. merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat

kesulitan I;

g. mengumpulkan data dalam rangka pengharmonisaslan,

pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan

perundang-undangan;

h. merumuskan konsep pengharmonisaslan, pembulatan dan

pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan

tingkat kesulitan 1;

i. mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang Dewan

Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakllan Rakyat Daerah;

j. mengumpulkan data dalam rangka mengevaluasi Rancangan

Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam

Negeri/Gubernur;

k. mengumpulkan data dalam rangka memberikan tanggapan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan;

I. merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-

undangan tingkat kesulitan I;

m. menyusun notula/risalah rapat dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan

internasional, memorandum of understanding, kontrak

internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerjasama ,

pengujian peraturan perundang-undangan;

n. mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi peraturan

perundang-undangan;

o. merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan

tingkat kesulitan I;

p. mengumpulkan data dalam rangka memberikan konsultasi

langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan

hukum di daerah;

q. mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk hukum

daerah;
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r. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran,

Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk

Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan

Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur

dan Bupati/Walikota;

s. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perjanjian

internasional;

t. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan persetujuan

internasional;

u. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan memorandum of

understanding;

V. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak

internasional;

w. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak

nasional/perjanjian kerjasama;

X. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan keterangan dan

kesimpulan Pemerintah/Dewan Pen/vakilan Rakyat atas

permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah

Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

undang-undang di Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban

gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;

y. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan somasi;

z. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan legal opinion]

aa.mengumpulkan data dalam rangka memberikan mediasi langsung

bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum;

bb.menyusun laporan hasil mediasi.
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2. KONDISI SAAT INI

Kondisi saat ini yang ada di Pusat Perancang Undang-undang

adalah sebagai berikut;

a. Belum optimalnya alur dan waktu penyusunan Naskah Akademik

dan Rancangan Undang-Undang karena dalam SOP Penyusunan

Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU),

salah satu contohnya adalah kegiatan mempresentasikan konsep

NA dan RUU kepada Kepala Badan Keahlian DPR Ri yang

terdapat di SOP Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan

Undang-Undang No.PU4,-56/Setjen-DPR-RI/8/2016 di poin (15),

dan di poin (18a) dinyatakan bahwa atas permintaan AKD atau

anggota DPR untuk mempresentasikan NA dan RUU kepada

AKD atau anggota DPR didampingi Kepala Pusat Perancangan

Undang-Undang, Koordinator Bidang, dan tim. Mengenai poin

tersebut di atas, apabila NA dan RUU yang telah dipresentasikan

menerima masukan dan tanggapan dari AKD atau anggota DPR,

Kepala BKD DPR RI akan menugaskan ke Kepala Pusat PUU

untuk dilakukan kembali penyempurnaan NA dan RUU sesuai

dengan masukan dan tanggapan AKD atau Anggota DPR. Dalam

poin tersebut, NA dan RUU harus disempurnakan oleh Pusat

Perancangan Undang-Undang karena masukan terkadang sudah

dilakukan penyempurnaan namun masih harus balik

disempurnakan lagi dan membutuhkan tahapan yang mengatur

hal tersebut di SOP. Contohnya adalah RUU Minyak dan Gas

Bumi yang sudah berkali-kali disempurnakan dan belum kunjung

di sahkan.

b. Belum digunakannya secara maksimal penggunaan cloud email

dpr.go.id dalam penyimpanan dokumen NA dan RUU oleh para

Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal kirim

mengirim data melalui media online, Bidang Data Tekhnologi

Informasi (BDTI) Sekretariat Jendera! dan Badan Keahlian DPR

14



Rl sudah menyediakan fasilitas kepada setiap pegawai DPR Rl

agar mempermudah pekerjaannya yang berkaltan dengan data

dan penyimpanan. Di Pusat Perancangan Undang-Undang

sendiri mengenai data dan penyimpanan memang sangat panting

karena dalam pekerjaannya berhubungan dengan data. Demikian

pula dengan kirim mengirim file, oleh karena itu penyimpanan

dalam c/oud memang dibutuhkan oleh para perancang.

c. Belum ada lokasi penyimpanan secara online terkait referensi

studi pustaka dari NA dan RUU yang terintegrasi di lingkup Pusat

Perancangan Undang-Undang. Dalam penyusunan NA dan RUU

ini terdapat proses pengumpulan data yang tidak hanya

bersumber dari studi lapangan saja tetapi dibutuhkan pula studi

pustaka dari referensi buku, jurnal, atau sumber studi pustaka

lainnya untuk mendukung teori-teori terkait dari NA dan RUU

yang sedang dibuat. Namun sampai saat ini, Pusat Perancangan

Undang-Undang belum memiliki data referensi buku, jurnal, atau

sumber studi pustaka lainnya secara terintegrasi yang online.

Lokasi penyimpanan online ini tentu sangat dibutuhkan untuk

mendukung kinerja Perancang Peraturan Perundang-undangan

sehingga dalam proses penyusunan NA dan RUU, referensi studi

pustaka dapat lebih mudah dan cepat di akses oleh semua

Perancang Peraturan Perundang-undangan.

3. KONDISI YANG DIHARAPKAN

a. Optimalnya SOP Penyusunan NA dan RUU Tahun 2016.

b. Digunakannya secara maksimal penggunaan cloud email

dpr.go.id dalam penyimpanan dokumen NA dan RUU oleh para

Perancang Peraturan Perundang-undangan.

c. Adanya lokasi penyimpanan secara online terkait referensi studi

pustaka dari NA dan RUU yang terintegrasi di Lingkup Pusat

Perancangan Undang-Undang.
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4. IDENTIFIKASl ISU

a. Belum optimalnya SOP Penyusunan NA dan RUU Tahun 2016.

b. Belum digunakannya secara maksimal penggunaan Cloud Email

dpr.go.id dalam penyimpanan dokumen NA dan RUU oleh para

Perancang Peraturan Perundang-undangan.

c. Belum adanya lokasi penyimpanan secara online terkait referensi

studi pustaka dari NA dan RUU yang terintegrasi di Lingkup

Pusat Perancangan Undang-Undang.

5. TEKNIKANALISIS(USG)

Teknik analisis USG dengan menetapkan rentang penilalan (1-5)

dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Urgency, seberapa

mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.

Seriousness: Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan

dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth: Seberapa besar

kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

NO ISU U S G Jumlah

1. Belum Optimalnya SOP Penyusunan NA dan RUU Tahun

2016

4 4 5 13

2. Belum Digunakannya Secara Maksimal Penggunaan Cloud

Email dpr.go.id dalam Penyimpanan Dokumen NA & RUU

oleh Para Perancang Peraturan Perundang-undangan

3 2 2 7

3. Belum Ada Lokasi Penyimpanan Secara Online Terkait

Referensi Studi Pustaka NA dan RUU Yang Terintegrasi Di

Lingkup Pusat Perancangan Undang-Undang.

3 2 2 7

Teknik Analisis USG

Keterangan : (skor antara 1 - 5)

Perhitungan atau analisa menggunakan skala likert:

- 1 : sangat kecil / rendah pengaruhnya.
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- 5 : sangat besar / tinggj pengaruhnya.

- U : seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan

ditindak lanjuti.

- S : seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan

dampaknya.

- G : seberapa besar kemungklnan memburuknya isu

tidak ditangani.

Penjeiasan untuk isu pertama menurut saya isu tersebut cukup

mendesak mengingat daiam praktiknya sudah tidak sesuai dengan

SOP yang ada menjadikan isu ini harus ditindak lanjuti dan perlu

dibahas. Dilihat dari dampaknya membuat kinerja para Legislative

Drafting menjadi terhambat dan tidak adanya kepastian hukum

menjadikan isu ini harus dibahas. Kemungkinan isu apabila tidak

ditangani adalah akan memakan biaya yang tidak sedikit karena

penyempurnaan NA dan RUU yang berkali-kali, memakan waktu para

Legislative Drafting yang seharusnya bisa untuk mengerjakan RUU

permintaan yang lainnya, dan tenaga mengingat permintaan RUU

yang banyak para Legislative Drafting bisa mengerjakan 3 RUU dan

itu sangat menguras tenaga para Legislative Drafting.

Penjeiasan isu yang kedua menurut saya belum terlalu

mendesak dan serius mengingat para Legislative Drafting masih

dapat menggunakan email dengan domain gmall, dan yahoo. Untuk

kemungkinan memburuknya apabila isu tidak diangkat menurut saya

hanya saja tidak adanya kebermanfaatan fasilitas Cloud dari DPR Rl.

Penjeiasan isu yang ke tiga menurut saya belum begitu

mendesak dan serius mengingat belum begitu dibutuhkannya isu

tersebut, dan tidak berdampak apapun apabila isu tidak diangkat.

Dilihat dari teknik analisis USG diatas dapat ditarik kesimpulan

isu yang dapat diambil adalah mengenai Belum optimalnya

Penyempurnaan SOP Penyusunan NA dan RUU Tahun 2016 dengan
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jumlah analisis tertinggi dikarenakan dilihat dari permasalahannya

sangat mendesak, hams dibahas, dan dapat mengakibatkan

memburuknya isu apabila tidak ditangani mengingat efektif dan

efisiensi untuk waktu, biaya, dan tenaga. Salah satu contoh nya

adalah RUU Minyak dan Gas Bumi sudah berkali-kali disempurnakan

namun sampai saat ini belum juga disahkan dan mengakibatkan tidak

adanya kepastian hukum.

JUDUlffUU JUWAH MASA

RIQAW KXJT1K HUKJU DAN JIAW

I |RUU inMAAg PmaruluA i I {MM M lUM

1ffUtJ ipbuot J*biiuinHdus) 4 bkli hmm mIbpk

3 1KUU UAhkAffinh K«n«Qiuu

4 jRW
c 1IffU fnuac Kiub VadAiii

1« Mm Mm k«b BAM

, 1KVUtwUAg VcknaMn
6 KMm) kaH qwM HUiig

7 RUU Witutf Sou«I

3
SUU rcRimf Si«Vfn NubmJ Ilnj

7 |(U|UhJ Wl JBAM UdAOC

ROUtntAAg Larnifkn Mmiimui
14 (cinpu brtMi iaUiam* Mtaoi

5. RUU SaUfl4 Pmemlekeusn T JiAi amm Mdaai

KUV llukum Mir

7 SUV irat4Aii gtooonu Knaltf 11iMb aiMMMdug

BlUAMi KkONuHi IM»>t;9nD KEUA1«\A<« fUf FTlfBl^lfVAS

J. jRtAI Irnlut Sunb»r Durm Ail

KUU Unuei; ki^AiruaR Umun <S»nTaU
Cara ftnTVijahn 11 (•ebdai^ teli utaai

3 KUU Ualmi

RUUimUAg PerufaAhftA UihIm^
Unttng KooMv 15Tanun T««itng
ftidafl ^wrikiA KniantM

S RUUcrauoft Ptjak

6.
RUU temaiMiPiitock Wunopiili lUn

Uiaftj rvuk
6 tnmmi kib imict mitag

7 RUU imlAfic KmrauMhun TV4sian4j 11(aMoJ ksdiMMMtMa

A ftUU>nifm ^rkuprtaaao h tfAMB) Ink ni»M

9
RUU Katbaum Hrvao. ^

11 ivbriMj kftb It—am utaai

Jumlah RUU yang sedang
dilakukan Pembahasan:

21 RUU

Bahan tayang Rapat Konsolidasi Materi Muatan RUU Prioritas Tahun

2019

Pada tanggal 23 April 2019 PUU mengadakan Rapat

Konsolidasi Materi Muatan RUU Prioritas Tahun 2019 dengan

mengundang seluruh Kementerian dan lembaga yang terkait

dengan RUU yang dalam pembahasan. Di dalam rapat inl

dilaporkannya infografis RUU Prolegnas Periode 2014-2019, dan

laporan RUU yang sedang berjalan di setiap bidang yang ada di

Pusat Perancangan Undang-undang. Sebagai calon perancang

dan bekerja di unit Pusat Perancangan Undang-undang yang

merupakan pendukung keahlian fungsi legislasi dewan dalam

perancangan undang-undang penulis sangat tertarik dengan faktor

penghambat yang ada di unit kerja penulis yaitu salah satunya
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belum optimalnya SOP penyusunan NA dan RUU untuk dibahas

sebagai isu aktualisasi.

6. GAGASAN PEMECAH ISU

Infografis Prolegnas DPR Rl, didapatkan data di tahun 2015

mempunyai target 40 (empat puluh) RUU tercapai 3 (tiga). Tahun

2016 mempunyai target 50 (lima puluh) RUU tercapai 10 (sepuluh).

Tahun 2017 mempunyai target 52 (lima puluh dua) RUU tercapai 6

(enam). Tahun 2018 mempunyai target 50 (lima puluh) RUU

tercapai 5 (lima). Tahun 2019 mempunyai target 55 (lima puluh

lima) RUU. Dapat kita lihat diatas, banyaknya faktor yang

mempengaruhi kinerja Legislasi DPR untuk memenuhi target

ketercapaian RUU yang sudah selesai. Banyaknya faktor seperti

masih dalam pembahasan yang belum selesai, menunggu tanda

tangan presiden, dan sebagainya. Dilihat dari pentingnya

ketercapaian target, Pusat Perancangan Undang-undang sebagai

fungsi pendukung keahlian fungsi legislasi dewan dalam

perancangan undang-undang penulis melihat perlunya

memperbaiki salah satu faktor penghambat yang ada di pusat

perancangan undang-undang. DIharapkan mendapatkan konsep

untuk menyempurnakan SOP mengenai Penyusunan NA

dan RUU salah satunya proses presentasi kepada AKD atau

Anggota DPR dan mendapat masukan dan tanggapan NA dan

RUU yang dikembalikan lagi ke Pusat Perancangan Undang-

Undang serta penyempumaan dilakukan apabila diperlukandan

dibutuhkan tahapan pengaturan lebih lanjut di SOP tersebut.

Karena SOP dibutuhkan penyempumaan disesuaikan dengan

dinamika kebutuhan perancang sekarang.
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E. TUJUAN

Tujuan dari isu rancangan aktualisasi yang penulis ambil

adalah untuk terciptanya SOP Penyempurnaan NA dan RUU tahun

2016 guna mengoptimalkan kinerja para Perancang Peraturan

Perundang-undangan, selain itu juga menjadikan proses

pembuatan NA dan RUU menjadi efektif dan efisien.

F. MANFAAT

Manfaat yang didapatkan dari pengambilan isu ini adalah

memudahkan kinerja para Perancang Peraturan Perundang-

undangan, selain itu juga menjadikan proses pembuatan NA dan

RUU menjadi efektif dan efisien sehingga berimplikasi pula pada

output 6ar\ produk NA dan RUU yang dihasilkan mampu menjawab

perkembangan atau permasalahan, serta kebutuhan hukum di

masyarakat.
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BAB II

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu

Diangkat

Gagasan

Pemecahan Isu

yang

Pusat Perancangan Undang-undang Badan

Keahlian DPR Rl

1. Belum Optimalnya SOP Penyusunan NA dan

RUUTahun 2016

2. Belum Digunakannya Secara Maksimal

Penggunaan Cloud Email dpr.go.id dalam

Penyimpanan Dokumen NA dan RUU Oleh

Para Perancang Perancang Peraturan

Perundang-Undangan

3. Belum Ada Lokasi Penyimpanan Secara

Online Terkait Referensi Studi Pustaka dari

NA dan RUU yang Terintegrasi Di LIngkup

Pusat Perancangan Undang-Undang

Belum optimalnya SOP Penyusunan NA dan RUU

Tahun 2016

Mengoptimalkan SOP Penyusunan NA dan RUU

Tahun 2016 dengan penyempurnaan
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No

1.

1.

Kegiatan

2.

Rapat dengan Jajaran
PUU mengenai
penyamaan persepsi
mengenai
penyempurnaan SOP
Penyusunan NA dan
RUU

Tahapan Kegiatan

3.

Penjadwalan waktu
rapat ke bagian TU
Pelaksanaan rapat
Pembuatan laporan
singkat hasil rapat

Output/Hasil

4.

Jadwal rapat
yang telah
disetujui
Daftar hadir

kegiatan rapat
Laporan singkat
hasil rapat

23

Keterkaitan

Substansi Mata

Peiatihan

5.

1. Dalam rapat akan
saya lakukan
dengan
memperhatikan
etika dan

mengedepankan
sikap sopan
santun (Etika
Pubiik)

2. Rapat ini
dilakukan untuk

kepentingan
bersama di PUU

(Nasionaiisme)
3. Rapat ini bertujuan

untuk

mendapatkan
gambaran yang
jelas tentang apa
yang menjadi
tujuan dan hasil
yang diharapkan
dan seteiah rapat
dibuatkan nya

Kontribusi

Terhadap Visi Misi

Organ isasi

6.

Kegiatan ini
mendukung misi
organisasi yaitu
memperkuat
penyelenggaraan
fungsi dukungan
Perancangan
Undang-Undang
yang mendukung
proses pelaksanaan
fungsi legislasi
dewan

Penguatan Nilai

Organ isasi

7.

1. Reiigius
Rapat diawali dengan
berdoa.

2. Akuntabei

Dibuatkan lapsing
sebagal bentuk
pertanggungjawaban.

3. Profesionai

Rapat dilakukan
sebagai bentuk
konsolidasi

penyamaan persepsi
sebelum melakukan

langkah lebih lanjut.



2. Menggati informasi
terkait hal-hal yang
terjadi pada proses
penyusunan Naskah
Akademik dan

Rancangan Undang-
undang

Menganalisis
Penyusunan NA &
RUU existing
Diskusi dengan tim
penyusun SOP existing
Menggabungkan hasil
analisa dan diskusi.

Wawancara dengan
para senior Legislative
Drafter

Inventarisasi

permasalahan yang
didapat.

- paper hasil
analisis

- undangan
diskusi

- hasil wawancara
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lapsing.
(Akuntabilitas)

Menganalisa
adalah belajar
bagaimana jujur
terhadap diri
sendir (Anti
Korupsi)
Dalam diskusi dan

wawancara akan

saya lakukan
dengan
memperhatikan
etika dan

mengedepankan
sikap sopan
santun (Etika
Publik)
Hasil analisa

merupakan
sebagai
pertimbangan
penyempurnaan

SOP dengan
menggali dari
dasar

permasalahan
yang ada
(Komitmen Mutu)
Tahap selanjutnya
saya akan
membuat

pedoman
wawancara yang

Menggali Informasi
terkait hal-hal yang
terjadi pada proses
penyusunan naskah
akademik dan

rancangan undang-
undang akan
memperkuat misi
PUU yaitu
manajemen
pengetahuan yang
bernilai

Menggali informasi
terkait hal-hal yang
terjadi pada proses
penyu-sunan naskah
akademik dan rancangan
undang-undang
menguatkan nilai
integritas yang bertujuan
mengetahui konsistensi
praktik dengan peraturan
yang memayungi demi
tenwujudnya
profesionalisme dalam
bekerja.



3. Menganalisis SOP
Penyusunan NA dan
RUU untuk

penyempurnaan

4. Melakukan evaluasi/

tindak lanjut terhadap
hasil kosep penye
mpurnaan

Menganalisis
SOP yang akan
disempurnakan
Merangkum hasil
penyusunan

Mengkonsultasikan
dengan pimpinan
terkait tindak lanjut
Menyusun langkah-
langkah tindak lanjut.
Menjalankan tindak
lanjut;

menghasilkan
konsep SOP
penyempurnaan.

Pelaksanaan

tindak lanjut dari
permasalahan
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akan menciptakan
nilai-nilai konsisten

dan netralitas.

(Akuntabilitas,
Manajemen ASN)

1. Konsep
penyempurnaan

SOP yang didapat
kan adalah hasil

kebaharuan dari

SOP sebelumnya
yang diharapkan
dapat
menghasilkan
kinerja pegawai
yang lebih baik
(Komitmen Mutu).

2. Menganalisis
dengan konsisten
agar hasil dapat
tepat waktu
(Integritas, Anti
Korupsi)

1. Konsultasi dengan
pimpinan. saya
lakukan dengan
memperhatikan
etika dan

mengedepankan
sopan santun
(Etika Publik)
guna terwujudnya
koordinasi di

berbagai pihak

Menganalisis
serta mengidenti-
fikasi akar

permasalahan demi
menemukan saran

perbaikan
mewujudkan
kontribusi nyata
dalam visi PUU yaitu
menjadikan Pusat
Perancangan
Undang-Undang
sebagai Organisasi
Pendukung DPR Rl
Bidang Keahlian
Perancangan
Undang-Undang
yang Profesional,
Akuntabel, dan
Berkualitas

Tindak lanjut dari
hasil analisis secara

umum mendukung
visi dan misi PUU

yaitu visinya
menjadikan Pusat
Perancangan
Undang-Undang
sebagai Organisasi
Pendukung DPR Rl
Bidang Keahlian

Dalam menganalisis
dilakukan secara

profesional dengan
berlandaskan nilai

Religius yaitu menguta-
makan kejujuran.

Pelaksanaan tindak

lanjut ini harus
dilaksanakan secara

profesional yang didasari
sikap religius yaitu jujur
dan amanah, sikap
akuntabel dengan
bertanggung jawab, serta
mengedepankan
integritas.
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yang nantinya
berkaitan erat

dengan isu yang
saya angkat
(Wealth of
Government).

2. Langkah-lagkah
tindak lanjut akan
disusun

berdasarkan hasil

kuisioner dan

penyusunan tindak
lanjut akan
dilakukan secara

profesional.
(Akuntabilitas)

3. Saya akan
menjalankan
tindak lanjut
dengan konsisten
dan bertanggung-
jawab.
(Akuntabilitas)

Perancangan
Undang-Undang
yang Profesional,
Akuntabel, dan
Berkualitas;
Serta misi nya yaitu:
Memperkuat
penyelenggaraan
fungsi dukungan
Perancangan
Undang-Undang
yang mendukung
proses pelaksanaan
fungsi legislasi
dewan; dan
Memperkuat
manajemen
pengetahuan yang
bernilai



5. Rapat Pembahasan

tindak lanjut dari draft

konsep SOP

Penyusunan NA dan

RUU

- Rapat pembahasan
draft SOP Penyusunan
NA dan RUU dengan
Organisasi Tata
Laksana

Jadwal rapat
yang telah
disetujui
Daftar hadir

kegiatan rapat
Laporan singkat
hasil rapat

27

Dalam rapat akan
saya lakukan
dengan
memperhatikan
etika dan

mengedepankan
sikap sopan
santun (Etika
Publik) guna
tenwujudnya
koordinasi di

berbagai pihak
yang nantinya
berkaitan erat

dengan isu yang
saya angkat
{Wealth of
Government).

2. Rapat ini
dilakukan untuk

kepentingan
bersama di PUU

(Nasionalisme)
3. Rapat ini

bertujuan untuk
mendapatkan
gambaran yang
jeias tentang apa
yang menjadi
tujuan dan hasii
yang diharapkan
dan setelah rapat
dibuatkan nya
lapsing.
(Akuntabilitas)

Hasil Rapat secara
umum mendukung
visi dan misi PUU

yaitu visinya
menjadikan Pusat
Perancangan
Undang-Undang
sebagai Organisasi
Pendukung DPR Rl
Bidang Keahlian
Perancangan
Undang-Undang
yang Profesional,
Akuntabei, dan
Berkuaiitas;
Serta misi nya yaitu:

Memperkuat

penyelenggaraan

fungsi dukungan

Perancangan

Undang-Undang

yang mendukung

proses pelaksanaan

fungsi legislasi

dewan; dan

Memperkuat

manajemen

pengetahuan yang

bernilai.

Pelaksanaan tindak

lanjut ini harus
dilaksanakan secara

profesional yang didasari
sikap religius yaitu jujur
dan amanah, sikap
akuntabei dengan
bertanggung jawab, serta
mengedepankan
integritas.



B. CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Belum optimalnya SOP Penyusunan NA dan RUU Tahun 2016

1. Penjelasan Perubahan

Perubahan terjadi di gagasan pemecah isu yang awalnya penulis

menjelaskan alasan mengenai kenapa harus dilakukan

penyempurnaan SOP yaitu, salah satu contohnya adalah kegiatan

mempresentasikan konsep NA dan RUU kepada Kepala Badan

Keahlian DPR Rl yang terdapat di SOP Penyusunan Naskah

Akademik dan Rancangan Undang-Undang No.PU4,-56/Setjen-DPR-

RI/8/2016 di poin (15), dan di poin (18a). Diharapkan mendapatkan

konsep untuk menyempurnakan proses presentasi kepada AKD atau

Anggota DPR dan mendapat masukan dan tanggapan NA dan RUU

yang dikembalikan lagi ke Pusat Perancangan Undang-Undang serta

penyempurnaan dilakukan hanya satu kali saja di Pusat Perancangan

Undang-Undang. Dirubah atas permintaan Kepala Pusat

Perancangan Undang-undang setelah dilakukannya kegiatan 1 (satu)

yaitu Rapat dengan Pimpinan dan Jajaran Pusat Perancangan

Undang-undang mengenai penyamaan persepsi penyempurnaan

SOP Penyusunan NA dan RUU, dengan hasil dari

penyempurnaannya adalah tidak diperkenankan dalam perubahan

hanya sekali, namun sesuai kebutuhan dan permintaan dari AKD atau

Anggota DPR sampai dianggap sempurna dan dituangkan proses

yang ada pada praktiknya ke dalam SOP untuk penyempurnaan. Lalu

ditambahkannya poin-poin mengenai konsep NA dan RUU untuk

pengunggahannya kedalam web SIMAS PUU kedalam SOP tersebut.
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2. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi

Kegiatan 1 ; Rapat dengan Jajaran Perancangan Undang-Undang

mengenai penyamaan persepsi penyempurnaan SOP

Penyusunan NA dan RUU.

Kegiatan 1 (satu) ini diawali dengan koordinasi penjadwalan waktu

rapat ke baglan TU Pusat Perancangan Undang-Undang untuk

mendapatkan waktu dan ruangan untuk rapat. Koordinasi ini

dilaksanakan pada hah Senin, tanggal 22 Juli 2019. Koordinasi ini

langsung mendapatkan hasil yaitu jadwal rapat dan ruang rapat yang

disetujui oleh Kasubbag TU Pusat Perancangan Undang-undang

dengan jadwal Selasa, tanggal 23 Juli 2019 Pukul 08.00 WIB s/d

selesai di Ruang Rapat Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.

Koordinasi jadwal rapat dengan Kasubbag TU Pusat PUD

Sebelum melakukan kegiatan rapat tersebut dilakukannya koordinasi

mengenai jadwal rapat antara penulis sebagai Calon Perancang

Undang-Undang dengan Kasubbag TU sebagai bentuk penerapan

nilai-nilai Whoie Of Goverment agar rapat bersama Kepala Pusat

Perancangan Undang-Undang dan jajarannya berlangsung dengan

baik. Selain itu penerapan nilai-nilai Pelayanan Publik yang

dibehkan oleh bagian TU Pusat Perancangan Undang-Undang

dirasakan oleh Perancang Undang-Undang dalam mengurus

dokumentasi salah satu contohnya adalah dalam pengurusan
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undangan rapat koordinasinasi dengan jajaran dirasa sangat

responsif.

Rapat Koordinasi dengan Kepala Pusat Perancangan

Undang-Undang dan jajaran dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Juli

2019 ini dihadiri oleh Bapak Kepala Pusat Perancang Undang-

Undang, Para Koordinator Bidang, dan Para Mentor Aktualisasi

bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai

penyamaan persepsi tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang

diharapkan. Penulis dalam rapat ini membahas mengenai gagasan

yang penulis ambil dalam aktualisasi yaitu mengenai Konsep

Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan

Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Perancang Peraturan

Perundang-Undangan. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah

sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan

menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan

pekerjaan darl awal sampai akhir. Dalam prinsip pelaksanaan SOP

AP salah satunya adalah adanya perbaikan berkelanjutan. Perbaikan

berkelanjutan itu sendiri adalah pelaksanaan SOP AP harus terbuka

terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh

prosedur yang benar-benar efisien dan efektif. Seiring berjalannya

waktu SOP perlu adanya penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan

para perancang, karena dalam praktiknya ditemukan adanya

kekurangan tahapan kegiatan agar semua prosedur dapat sesuai

dengan tugas fungsi yang telah dijalankan selama ini oleh para

perancang. Penulis juga membahas mengenai point-point penting

yang akan menjadi penyempurnaan di dalam SOP tersebut. Salah

satunya adalah alur mengenai adanya masukan setelah presentasi di

depan AKD dan Anggota DPR dan dilakukan kembali penyempurnaan

NA dan RUU sesuai dengan masukan dan tanggapan AKD atau

Anggota DPR. Karena dalam SOP tersebut belum ada aturan lebih

lanjut yang mengatur mengenai poin tersebut, penulis berniat
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menambahkan menambahkan poin mengenai pembatasan

penyempurnaan dan dibatasi waktu agar tidak adanya bolak balik

penyempurnaan dan didapatkan kepastian hukum. Namun dalam

penyamaan persepsi ini didapatkan masukan dari Pimpinan atau

Kepala Pusat agar penyempurnaan lebih ke substansi prosedur

keseluruhan dan mereview apa yang kurang dari SOP Penyusunan

NA dan RUU tersebut, dan untuk poin usulan penulis solusinya

dirubah dari yang awalnya adanya pembatasan penyempurnaan

menjadi menambahkan prosedur yang lebih lengkap mengenai tidak

lanjut dari masukan AKD atau Anggota Dewan diharapkan agar

nantinya apa yang dilakukan oleh perancang sudah ada dasar SOP

nya dalam melakukan penyempurnaan.

Konsep Penyempurnaan SOP Penyusunan NA dan RUU ini bentuk

dari pembaharuan dasar prosedur kerja pegawai agar sesuai dengan

kebutuhan pegawai sekarang. Penyempurnaan ini dibutuhkan karena

dirasa agar lebih efektif dan efisien, selain itu juga merupakan suatu

peningkatan Komitmen Mutu untuk para Perancang Peraturan

Perundang-Undangan di Pusat Perancangan Undang-Undang.

Kegiatan ini juga mengedapankan nilai NasionaUsme yaitu

musyawarah dalam penyamaan persepsi terkait dengan apa yang

akan di sempurnakan dalam SOP itu sendiri. Dalam rapat penulis juga

memperhatikan etika dan mengedepankan sikap sopan santun yang

tercermin dalam nilai Etika Pubtik. Output dari kegiatan pertama ini

adalah adanya jadwal rapat yang telah disetujui, daftar hadir kegiatan

rapat, dan laporan singkat hasil rapat. Output yang dihasilkan

bertujuan untuk mendapatkan hasil yang jelas tentang apa yang

menjadi tujuan dan mencerminkan nilai Akuntabititas.

Manfaat dari konsep penyempurnaan SOP sendiri agar

memudahkan para perancang dalam mengambil keputusan langkah

kerja yang akan diambil apabila adanya hambatan-hambatan salah

satunya terjadinya kemungkinan-kemungkinan penyempurnaan NA

dan RUU atas masukan dari AKD atau Anggota Dewan yang awalnya
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tidak tertuang dalam SOP. Selain itu juga adanya penambahan waktu

dalam beberapa poin SOP sesuai dengan kebutuhan para perancang

dan disesuaikan dengan standar prakteknya selama ini. SOP juga

sebagai dasar hukum yang kuat bila terjadi penyimpangan.

Dampak yang terjadi apabila Pusat Perancang Perundang-

undangan tidak melakukan peningkatan komitmen mutu

penyempumaan SOP adalah adanya kesalahan atau kelalaian

perancang dalam menyelesaikan pekerjaan karena SOP berperan

sebagai standarisasi prosedur, pekerjaan tidak dapat diselesaikan

secara konsisten, dan kurangnya akuntabilitas karena pengaturan

belum disesuaikan dengan kebutuhan para perancang sekarang.

i

Rapat dengan Kepala Pusat PUU dan jajaran

Kegiatan 2 : Menggali Informasi terkait hal-hal yang terjadi pada

proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-

Undang.

Kegiatan 2 (dua) menggali informasi terkait hal-hal yang terjadi pada

proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-

Undang dimulai dengan menganalisis SOP penyusunan NA dan RUU

existing. Analisis dilakukan pada tanggal 28 Juli 2019. Setelah

dilakukannya analisis terhadap SOP yang akan dilakukan

penyempumaan, penulls membuat pedoman wawancara dahulu
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sebelum melakukan wawancara dan diskusi dengan tim penyusun

SOP existing maupun para senior Perancang Undang-Undang

pembuatan pedoman wawancara Ini.

PEDOMAN WAWANCARA KEGlATAN AKIUAUSASI YANG BERIUDULKONSEP PENYEMPURNAAN

STANDAROPERASIONALPROSEDUR (SOP) PENYUSUNANNASKAHAKADEMIK (NA) DAN RANCANGAN

UNDANG-UNDANG (RUU) DALAMRANGKAMENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI PERANCANG

PERUNDANG-UNDANGAN

Wawancara dilakukan dalam rangka untuk memperoleh informasi terkart hal-hal yang terjadi pada

proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang dengan membagikan SOP
Penyusunan NA dan RUUagarpara Narasumberdapat memberikan jawabanyang menjaditujuan dari

aktualisasi ini dan diharapkan informasi yang didapatkan dapat membantu penulis dalam proses

pembuatan konsep penyempurnaan SOP Penyusunan NA dan RUU dalam rangka untuk mendukung

tugasdanfungsi perancang peratu ran perundang-undangdiPusatPerancangan Undang-Undang (PUU).

1. Bagalmana pemahaman Bapak/lbu sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan

mengenai Stsndar Op«rask>nal Prosedur (SOP) Penyusunan NA dan RUU ?

2. Apakah dalam pelaksanaannya SOP sudah digunakan sebagai pedoman kerja para Perancang
Perundang-Undangan ?

3. Menurut Bapak/lbu apakah selama iniSOPtelah diterapkan dalam praktek penyusunan NAdan
RUU ? jika adayang kurang sesuai, apakah kendala atau hambatannya?

4. Apakah menurut bapak/ibu SOPpenyusunan NA dan RUU butuh penyempurnaan/ perbaikan
berkelanjutan ?

5. Bagalmana menurut bapak/ Ibu mengenai masukan untuk penyempurnaan NAdan RUU dari
AKD/Anggota Dewan setelah presentasi yangtindaklanjutnya belum adadi SOP?

6. Menurut Bapak/lbu apa saran penyempurnaan SOP untuk masukan tim selanjutnya, sesuai
dengan kebutuhan para perancang undang-undang untuk solusi dilihat dari hambatan nya?

Pedoman wawancara

Pedoman wawancara ini dibuat sebagai acuan wawancara untuk

menciptakan konsistensi dan netralitas dalam wawancara, hal ini

merupakan penerapan dari nilai AkuntabiUtas dan Manajemen ASN.

Kegiatan selanjutnya adalah diskusi dengan Tim Penyusun SOP

mengenai kekurangan dan hambatan yang terjadi selama SOP

Penyusunan NA dan RUU di laksanakan atau diterapkan. Wawancara

yang dilakukan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah

dibuat sebelumnya. Dalam wawancara penulis memperhatikan etika

dan mengedepankan sopan santun sesuai dengan nilai Etika Pubtik.

Tim SOP yang penulis wawancarai pertama adalah dengan Ibu Riyani

Shelawati, S.H., M.Kn. pada tanggal 29 Juli 2019, mengenai SOP

menurut Ibu Riri adalah perlunya kekuatan mengikat mengenai SOP

dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya masih banyak yang
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mengabalkan SOP, dan pada tataran praktlknya banyak yang tidak

sesuai dengan aturan dikarenakan seringnya mengacu kepada

kebijakan. Pusat Perancangan Undang-Undang sendiri bekerja atas

permintaan yang mengakibatkan tidak sesuainya dengan aturan SOP

yang dibuat sendiri. Dalam hal penyempurnaan SOP ibu Riri

mengusulkan poin mengenai dimasukannya pengunggahan

rancangan NA dan RUU ke website SIMAS PUD agar nantinya

program yang telah ada dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya

untuk meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam

perancangan undang-undang melalui simas tersebut. Karena selama

ini program yang telah ada jarang di update dikarenakan tidak adanya

aturan yang mengikat mengenai pengunggahan yang menjadikan

para perancang menganggap hal tersebut sebagai sunah dan tidak

wajib dilakukan, selain itu juga tidak adanya admin. Namun hal ini

mungkin bisa diatasi dengan adanya poin yang mengatur mengenai

pengunggahan simas yang awalnya tidak wajib menjadi prosedur

kerja dalam SOP yang harus dilaksanakan dalam pembuatan SOP.

Selain mengenai simas, Ibu Riri juga menyampaikan mengenai

adanya kurang waktu dalam poin perumusan konsep NA dan RUU

dan menyarankan untuk ditambahkan.

Wawancara dengan Ibu Riri
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Wawancara kedua dilakukan dengan Ibu Wiwin Sri Rahyani,

S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penyusun SOP Penyusunan NA dan

RUU, beliau sebelumnya menjelaskan mengenai SOP Penyusunan

NA dan RUU menurut Ibu wiwin sejauh ini SOPmsudah sesuai

dengan kebutuhan para perancang Undang-Undang namun dalam

pelaksanaan tugas fungsinya para perancang memang belum

sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP dikarenakan kendaia pusat

perancangan Undang-Undang yang bekerja atas dasar permintaan

menjadikan para perancang bekerjai sesuai dengan kebijakan

pimpinan. Namun pada dasarnya SOP itu sendiri sudah disusun

sesuai standar kinerja dan tugas fungsi dari para perancang,

walaupun ada beberapa yang harus disempurnakan karena memang

SOP itu pada dasarnya harus ada evaluasl. Menurut beliau evaluasi

tersebut sangat dibutuhkan menglngat ada beberapa kegiatan yang

membutuhkan waktu yang lebih dan belum lengkapnya tata urutan

tahapan kegiatan nya. Mengenai SIMAS juga perlu dimasukan ke

dalam SOP karena itu sudah menjadi kebijakan pimpinan, namun

karena belum adanya aturan yang resmi masih dianggap sebagai hal

yang belum wajib. Selain itu juga mengenai penambahan kegiatan

setelah presentasi di depan AKD dibutuhkan tahapan tindak lanjut

apabilaadanya masukan dan dituangkan di butiran tahapan SOP agar

adanya dasar aturan untuk mengambil keputusan dalam menentukan

langkah kerja selanjutnya. Mengenai flowcharts dalam SOP juga

diperhatikan untuk menjadi fokus dalam penyempurnaan barangkall

apabila adanya perubahan folwcharts karea sudah 3 tahun SOP ini

dibuat. Perubahan waktu dalam perumusan konsep NA dan RUU juga

disarankan untuk ditambahkan, selain itu juga untuk pengumpulan
data penyusunan NA dan RUU dalam kota dan daerah juga dianggap

masih kurang waktu. Dalam hal ini penulis disarankan untuk

menghitung simulasi waktu apabila SOP di sempurnakan dengan

tataran standar dinamika kebutuhan para perancang yang awalnya 3

bulan menjadi berapa bulan.
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Wawancara dengan Ibu wiwin (29 Juli 2019)

Wawancara ketiga dilakukan dengan Ibu Titi Asmara Dewi,

S.H., M.H. sebagai Perancang Undang-undang. wawancara ini

dilakukan setelah wawancara dengan ibu wiwin pada tanggal 29 Juli

2019. Menurut Ibu Titi beliau belum begitu paham mengenai SOP dan

jarang menyentuh SOP, dan SOP ini harus disosialisasikan. Selama

ini dalam melaksanakan tugasnya hanya berpedoman pada kebijakan

dan aturan-aturan yang seharusnya. Karena menurutnya banyak dari

prosedur tahapan nya seringkali tidak di lalui dikarenakan tergantung

kebijakan dari pimpinan. Dalam wawancara ini Ibu titi mengulas satu

persatu butir poin SOP dan membahasnya, salah satu contoh yang

diulasnya adalah poin no 9 (sembilan) mengenai Kepala Pusat

menerima kerangka dasar dan memberi masukan terhadap kerangka

dasar draf RUU, menurutnya tidak semua kerangka dasar

disampaikan dan diberi masukan Kepala Pusat, terkadang ada yang

langsung ke tahap berikutnya, karena untuk penyampaian kerangka

dasar tergantung permintaan pimpinan. Mengenai penyempurnaan

konsep SOP Ibu Titi mengomentari mengenai rapat penyempurnaan

NA dan RUU sesuai dengan masukan dan tanggapan dari AKD atau

Anggota DPR dari yang awalnya 3 hari menjadi 5-7 (lima sampai

tujuh) hari kerja. Dikarenakan ketersidaan waktu pakar yang harus

disesuaikan, kerangka acuan mengundang pakar/ menyusun TOR,
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selain itu juga apabila masukan dirasa berat atau mendasar

membutuhkan waktu yang lebih lama.

Wawancara dengan Ibu Titi

Wawancara Selanjutnya dilakukan dengan Ibu

Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M. Sebagai salah satu tim penyusun SOP

Penyusunan NA dan RUU. menurut Ibu Opi pekerjaan NA dan RUU 3

(tiga) bulan sesuai dengan SOP itu kurang ideal menurut saya NA dan

RUU idealnya 4 (empat) bulan. Menurut ibu opi dalam

penyempumaan NA dan RUU atas masukan dari AKD atau Anggota

Dewan kurang ideal waktunya apabila hanya 3 (tiga) hari, mungkin

seharusnya jangan diatur hanya 3 (tiga) hari untuk masukannya ,

karena dilihat dari masukannya, apabila dirasa berat masukannya

harus di follow-up dan membutuhkan waktu yang lebih. Sedangkan

apabila masukannya signiftkan harus memanggil pakar lagi kecuali

apabila masukannya kongkrit mungkin hanya tinggal memasukan saja

tanpa membutuhkan waktu yang lama. Namun apabila masukannya

sangat mendasar kita membutuhkan waktu yang lebih untuk

penyempumaan itu sendirl. Menurutnya apabila masukannya

mengenai hal-hal yang teknis adalah penyempumaan yang gampang

hanya butuh beberapa waktu, tapi apabila substansi membutuhkan
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waktu yang lama. Untuk tahapan prosedur SOP sebetulnya sudah

bagus, namun untuk runtutannya kadang-kadang tidak selalu bisa

dilakukan, karena tergantung kebijakan. Seperti kasus kemarin salah

satu RUU tidak bisa melakukan pengumpulan data kedaerah karena

permintaan yang cepat akhimya lianya brainstorming memanggil

pakar. Yang terakhir ini SPLP belum dilakukan u\\ konsep belum

sesuai tahapan tetapi hams sudah diserahkan jadi 27 mei baru sekitar

2 bulanan sudah diminta, waktu permintaan yang tidak sesuai SOP

menjadikan semua tahapan dalam SOP tidak dapat dilakukan karena

kita bekerja sesuai dengan permintaan. Kaitannya sama anggaran

juga, banyak kegiatan belum selesai namun anggaran sudah habis,

harusnya disesuaikan dengan SOP juga mengenai singkronisasi

anggaran dan SOP. Seperti uji konsep 6 hari tapi pada praktiknya 3

hari saja, jadi sebetulnya dalam penyusunan banyak yang tidak

sesuai SOP tergantung kebutuhan NA dan RUU, dan tergantung

kebijakan bapak Kapus PUU juga. Jadi intinya dalam tahapan nya

sudah oke namun dalam pelaksanaanya SOP masih sesuai dengan

kebijakan karena tergantung permintaan juga.

Wawancara dengan Ibu Opi

Wawancara Bapak Arif Usman, S.H., M.H., sebagai Perancang

Undang-Undang menurutnya sebetulnya SOP ini sudah bagus namun

dalam tahapan pelaksanaanya selalu ada kebijakan yang tidak sesuai

dengan SOP. Intinya SOP ini harus disosialisasikan ke AKD menurut
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nya karena banyak permintaan yang tidak sesuai dengan SOP yang

ada di PUD, sebagian besar AKD tidak paham mengenai SOP yang

ada di PUD. Karena PUU bekerja atas permintaan sebelum

melakukan penyempurnaan seharusnya kita konsultasi duiu dengan

AKD atau sering komunikasi agar tidak adanya bolak-balik

penyempurnaan. Diusahakan dalam proses tahapan penyempurnaan

ditambahakan melibatkan Tenaga Ahli AKD terkait yang bisa

merepresentasikan keinginan Anggota AKD yang bersangkutan.

Wawancara dengan Bapak Arif

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Zaqiu Rahman, S.H.,

M.H. sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan,

menurutnya SOP mengenai penyusunan NA dan RUU, cuman

selama ini kendalanya pertama kebanyakan sudah tau mengenai

adanya SOP namun dalam pelaksanaan tugas-tugasnya perancang

semuanya tidak merujuk pada SOP itu, karena di SOP sudah diatur

mengenai NA dan RUU, namun pada praktiknya adanya permintaan

dari Anggota Dewan terkadang harus lebih cepat atau bahkan lebih

lambat, terkadang tidak bisa kalek diterapkan di penyusunan NA dan

RUU karena banyak alasan untuk tidak melalui semua tahapan. SOP

dibuat hanya untuk dasar aturan saja. Untuk mengenai masukan

setelah presentasi dari AKD, untuk menyusun atas permintaan AKD
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atau Anggota, setelah selesai kita presentasikan urgensi dan

substansinya. Responnya ada yang menerima dengan catetan, ada

yang vocal, ada yang minta dikurangi, ada yang menerima dengan

seluruhnya. Kebanyakan diterima dengan masukan karena kitra

membuat dengan data dari masyarakat dan pakar-pakar kecuali

apabila ada kepentingan politik bisa bolak balik. Tergantung RUU

nya juga dalam penyempurnaan. SOP sudah ada standar wkatunya,

namun pada praktiknya standarnya 3 bulan, untuk mengenai rapat

berapa jam atau mengenai waktu tidak terlalu dipermasalahkan asal

selesai dalam 3 bulan karena awal pembentukan tim kita langsung

membuat time schedule. Namun pelaksanaannya tergantung

waktunya para perancang juga karena perancang tidak hanya

mengerjakan satu NA dan RUU. Yang jelas tahapan yang ada di

SOP memang benar dilakukan oleh para perancang.

Wawancara dengan Bapak Zaqiu

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Akhmad Aulawi, S.H., M.H.

sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Menurutnya SOP
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harus dilakukan adanya penyempurnaan karena dirasa belum

memberikan dasar sepenuhnya karena maslh adanya poin yang belum

masuk dalam SOP, menurutnya setelah kita presentasi mengenai NA dan

RUU adanya dinamika. Dinamika positif itu yang artinya menerima maka

tidak ada perbaikan. Namun apabila adanya masukan lalu akan dilakukan

penyempumaan. AKD dapat memberikan kembati kepada BKD untuk

meiakukan penyempurnaan sampe dirasa sempurna untuk memberikan

pelayanan terbaik, namun dalam penyempurnaan hanya memperbaiki

substansi yang menjadi masalah. Apabila substansi sangat dirasa

mendasar atau membutuhkan pendalaman lebih lanjut maka PUD dapat

mengundang pakar/ dapat mengambil data kembali ke instansi terkait.

Lalu menginventarisasi permasalahan yang diberikan oleh AKD untuk

memetakan permasalahan yang seharusnya diperbaiki oleh tim, karena

tidak semua masukan bisa disempurnakan terkadang masukan tidak

sesuai dengan substansi. Tim setelah memperbaiki harus mereview

kembali kesesuaian dengan substansi yang lain karena jangan sampai

tidak nyambung dengan substansi yang lain, dan itu membutuhkan waktu.

Contohnya apabila suatu tim ada masukan di BAB 3 makan di sesuaikan

dan di perhatikan dengan bab yang lainnya. Dalam penyempurnaan juga

kita sesuaikan dengan anggaran dan kebijakan dari pimpinan. Menurut

saya itu mungkin nantinya dimasukan didalam SOP setelah tahapan

presentasi karena hal ini seringkali terjadi. Intinya sebelum AKD

menyatakan sempurna nantinya akan bolak-balik di poin itu. Lalu untuk

poin yang lain adalah perlu dilakukan penambahan waktu disesuaikan

dengan kebijakan pimpinan.
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Wawancara dengan Bapak Akhmad Aulawi

Dari kesimpulan wawancara dengan tim penyusun SOP dan para

perancang undang-undang, permasalahan yang didapat guna

penyempurnaan SOP adalah :

1. Kurangnya kekuatan mengikat dari SOP karena bisa dilakukan

adanya pengecualian apabila adanya kebijakan yang dikarenakan

permintaan yang cepat dari AKD atau Anggota DPR.

2. SOP harus direvisi sesuai dengan dinamika kebutuhan para

Perancang.

3. Perubahan waktu dari 3 bulan menjadi 4 bulan karena melihat dari

praktiknya adanya kebutuhan penambahan waktu yang dibutuhkan

oieh para perancang.

4. Penambahan poin kegiatan tahapan pengunggahan ke web SIMAS

PUU mengenai urgensi agar mendapatkan output partisipasi

masyarakat sebagai dan pengunggahan konsep NA dan RUU, juga

pengunggahan produk akhir NA dan RUU ke dalam website Pusat

Perancangan Undang-Undang.

5. Penambahan poin mengenai tindak lanjut setelah adanya masukan

dari AKD atau Anggota Dewan agar nantinya dalam mengambil

langkah para perancang mempunyai dasar aturan dan

meminimalisir adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas, selain itu
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juga untuk meminimalisir kesalahan atau kelalaian pegawai dalam

menyelesaikan pekerjaan. Penambahan mengenai pemanggilan

pakar dan uji konsep apabila dibutuhkan dan substansi

penyempurnaan dirasa sangat mendasar.

Kegiatan 3 : Menganalisis SOP Penyusunan NA dan RUU untuk

penyempurnaan.

Kegiatan ini dimulai dari tanggal 12 Agustus 2019, kegiatan

ini dilakukan setelah didapatkan Inventarisasi permasalahan dari

hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa Perancang Undang-

Undang dan tim penyusun SOP. Dalam kegiatan ini penulis

iangsung menuangkan dalam draf konsep penyempurnaan sop

agar nantinya memudahkan penulis dalam memperoleh Output

akhir. Konsep SOP yang didapatkan adalah hasil dari kebaharuan

SOP sebelumnya yang diharapkan dapat menghasilkan kinerja

pegawai yang lebih balk sesuai dengan yang tercermin pada nilai

Komitmen Mutu.

Melakukan analisis penyusunan draf
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Hasil yang didapat dari analisis ini adalah perubahan SOP

Penyusunan NA dan RUU guna mempermudah kinerja para

Perancang Undang-Undang. berikut adalah perubahan-perubahan

yang diganti.
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mak^tmv s nbJ (SO^
PenqtfnouW)

Draft Konsep SOP Penyempurnaan

Draft Rekomendasi SOP yang diatas adalah hasil penyempurnaan dari

connector dan penambahan tahapan kegiatan (yang bertuliskan merah)

mengenai penambahan pengunggahan urgensi RUU kedalam Web

SIMAS.
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Dari sebelumnya di SOP existing tidak ada pengunggahan urgensi ke

SIMAS di poin 5 (lima). Draft selengkapnya terlampir pada lampiran draft

Penyempurnaan SOP.

Jadi dapat dilihat pembaliaruan Penyempurnaan SOP Penyusunan NA

dan RUU. analisis penyempurnaan diiakukan dengan konsisten , hal ini

menerapkan nilai Integritas.

Kegiatan 4 ; Melakukan Evaluasi tindak lanjut terhadap hasil konsep

penyempurnaan.

Kegiatan ke 4 (empat) ini diiakukan mundur dari time schedule yang

dibuat sebelumnya, karena menyesuaikan dengan kegiatan dari Bapak

Kepala Pusat dan para perancang . kegiatan ini diiakukan pada tanggal 27

Agustus 2019 yaitu mengenai konsultasi dengan pimpinan mengenai tidak

lanjut dan menyusun langkah-langkahnya. Evaluasi ini dihadiri oleh

seluruh perancang Undang-Undang kecuali yang sedang ada tugas dan

dinas luar. Dari evaluasi ini dihasilkan Bapak Kepala Pusat memberi

arahan agar ditindak lanjuti nantinya secara prosedur rekomendasi

konsep penyempurnaan SOP ini masuk ke dalam jalur resmi agar

dilakukannya evaluasi dan penyempurnaan karena menurutnya SOP yang

balk adalah SOP yang dievalusi. Konsultasi dengan pimpinan saya

lakukan dengan memperhatikan etika dan mengedepankan sopan santun

hal ini menerapkan Etika Publik guna terwujudnya koordinasi diberbagai

pihak yang nantinya berkaitan erat dengan isu yang saya angkat {Wealth

Of Govermenf}.
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Konsultasi dengan pimpinan terkait tindak lanjut

Kegiatan 5 : Rapat pembahasan tindak lanjut dari draf rekomendasi

konsep SOP penyusunan NA dan RUU.

Kegiatan ke 5 (lima) ini dilakukan dengan stakeholder eksternal yaitu

Organisasi Tata Laksana. Rapat inibertujuan untuk mendapatkan
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gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang

diharapkan dan dalam pertanggungjawaban rapat dibuatkannnya lapsing

untuk penerapan nilai Akuntabilitas. Rapat ini membahas mengenai

stadarisasi SOP agar sesuai dengan aturan persekjen No 14 Tahun 2016.

Dalam rapat tindak lanjut ini Penulis bertemu dengan Ibu Dra. Tanti

Sumartini, M.Si. selaku Kabag Ortala dan Ni'mah Wahyu Purnami, S.E.

selaku Kasubbag Tata Laksana. Dari darft SOP yang didiskusikan

didapatkan mengenai revisi gambar connector pengambilan keputusan

dan penerima tugas lalu penggunaan bahasa dalam SOP penyempurnaan

tersebut. Beberapa tahapan kegiatan dipadatkan menjadi satu kegiatan

agar tidak over maksima! kegiatan karena standar ortala untuk SOP paling

banyak adalah 21 kegiatan sedangkan SOP existing berjumlah 29

kegiatan. Beberapa kegiatan administratif juga dihapuskan karena

dianggap sudah ada di SOP Naskah Dinas Korespondensi Badan

Keahlian. Dalam rapat penulis lakukan dengan memperhatikan etika dan

mengedepankan sikap sopan santun {Etika Publik) guna terwujudnya

koordinasi di berbagai pihak yang nantinya berkaitan erat dengan isu yang

penulis angkat {Whole of Goverment). Dan rapat ini dilakukan guna

kepentingan bersama, ha! ini mencerminkan nilai-nilai Nasionalisme.

Rapat dengan Bagian Ortala
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Rapat dengan Bagian Ortala

C. STAKEHOLDER

• Internal : Pegawai Pusat Perancangan Undang-Undang

Badan Keahlian DPR Rl

• Eksternal : Organisasi Tatalaksana Sekretariat Jenderal DPR Rl

D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN

Jika kegiatan tidak dilakukan dampak yang terjadi apabila Pusat

Perancang Perundang-undangan tidak melakukan peningkatan

komitmen mutu penyempurnaan SOP adalah adanya kesalahan atau

kelalaian perancang dalam menyelesaikan pekerjaan karena SOP

berperan sebagai standarisasi prosedur, pekerjaan tidak dapat

diselesaikan secara konsisten, dan kurangnya akuntabilitas karena

pengaturan belum disesuaikan dengan kebutuhan para perancang

sekarang, selain itu juga menghindari adanya tumpang tindih

pelaksanaan tugas.
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E. TIME SCHEDULE

Kegiatan

Rapat dengan Jajaran PUU mengenai

penyamaan persepsi mengenai

penyempurnaan SOP Penyusunan NA dan

RUU

Menggali informasi terkalt hal-hal yang terjadi

pada proses penyusunan Naskah Akademik

dan Rancangan Undang-undang

Menganalisis SOP Penyu-sunan NA dan RUU

untuk penyempurnaan

Rapat dengan Jajaran PUU mengenai

penyamaan persepsi mengenai

penyempurnaan SOP Penyusunan NA dan

RUU

Rapat Pembahasan tindak ianjut dari draft

konsep SOP Penyusunan NA dan RUU
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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemecah isu : Mengoptimalkan SOP Penyusunan

NA dan RUU Tahun 2016 dengan penyempurnaan

1. Kegiatan ke-1 : Rapat dengan Jajaran Perancangan Undang-

Undang mengenai penyamaan persepsi penyempurnaan SOP

Penyusunan NA dan RUU {Whole Of Goverment, Etika Publik,

Komitmen Mutu, Nasionalisme, Akuntabilitas).

2. Kegiatan ke-2 : Menggali Informasi terkait ha!-hal yang terjadi

pada proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan

Undang-Undang {Etika Publik, Akuntabilitas, dan Manajemen

ASN).

3. Kegiatan ke-3 : Menganatisis SOP Penyusunan NA dan RUU

untuk penyempurnaan (Komitmen Mutu, Integritas).

4. Kegiatan ke-4 : Melakukan Evaluasi tindak lanjut terhadap hasil

konsep penyempurnaan (Etika Publik, WOG, Nasionalisme).

5. Kegiatan ke-5 : Rapat pembahasan tindak lanjut dari draf

rekomendasi konsep SOP penyusunan NA dan RUU (WOG,

Etika Publik, Akuntabilitas, Nasionalisme).

B. SARAN

1. Untuk penyelenggara pelatihan

Penyelenggara pelatihan yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl sudah sangat

baik dalam menyelenggarakan Latsar CPNS tahun 2019 inl,

meskipun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan

kedepannya. Menurut penulis perlu adanya pedoman baku yang

perlu dijelaskan secara rinci mengenai aturan pelaksanaan

Latsar CPNS yang di berlakukan untuk peserta maupun panitia.

Hal ini dikarenakan perbedaan persepsi mengenai aturan

selama latsar dan menyebabkan penerapan aturan-aturan

bersifat teknis kepada peserta latsar menjadi berbeda oleh tiap
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panitia penyelenggara. Sehingga dengan adanya pedoman

baku tersebut diharapkan kesalahpahaman atau perbedaan

aturan antar peseria dan penyelenggara tidak lagi terjadi.

2. Untuk Instansi / Unit Kerja Peserta

Untuk mendukung keberlanjutan kegiatan yang dilakukan, maka

penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Evaluasi terhadap SOP yang ada di Pusat Perancangan

Undang-Undang agar disesuaikan dengan dinamika

kebutuhan perancang peraturan perundang-undangan.

b. Kebutuhan SOP baru mengenai teknik pengelolaan aplikasi

SIMAS atau Website Perancangan Peraturan Perundang-

Undangan.

c. Kebutuhan SOP baru mengenai Naskah Dinas

Korespondensi Perancangan Peraturan Perundang-

Undangan.
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Uratenoan Rapirt

LAMPIRAN

SEKRETARIAT JENOERAU DAN BADAN
DEWAN PERWAKIUAN RAKYAT REPUBUIK IMDONESIA•^^AN »u««oro .uuc^takOO* ""''I,

ZZ^»lt«

K*p«la Pwsat FwrencwHUeo Ur«l«»Hi-On<®««»0

'Or. •

rnkUmUmmti ranQka PeWifwi C«ion Vwoamm "O^on^an 3 TatKtn 2019

S*fujBor»Q»n <4enff»n tmi t®r.«toul fcamt m®ri9un«J*ng Ba(Mk Mr*x* h«atc^atwn r«p«t y»ng akart deaksaoafca^ pada
Han. tanggai 0»H>** 23Jt*M1«

Tampat s«i-n «»ar> BKOPR R» Lantai 7 RuanQRap*KepAta Puftjtf POU
ji jT^ OMot Su&roto Jaliarta Pu«at-

MuriQM-^t pantrtony* acara <»ma**vjd kani* menghtarapkan ka#iad*w>p>fr>fcTQuna membarfcan araHan (ian m»st*annye

DeiiitfciTi untuk meniadi maWufn. aCaa parhaCian dan kaaadtaan Bapa^ ken*mangucapkan tanma kaa*«

paNwa CPMS t» Pu««

Sub Baoiart Tata U«aHa
Unc]af>9.

52

Fatwwi Aav'art. S.Soa.
MtP. 19S8M1S 1M003 1 007



daftar haoir

BAPAT AWAL KOORDINA8I AKTUALISASI CPN8 TAHUN 201»

Hari. Tvum*!

WaMu

r«nptt

23 Jutl 2019

Pukul 08.00 W1B a d wfrnt

Gmtung Salfen d«n BK Dfm Rl. UnUI 7Ru.ng R»P«t
Kapala PuMt PUU

No.

10.

11

12

Dr InoMntut SamsU. S H
M.Hum

FahmlAfy'ari.SSoa

Mardtsanlort. S>9. ULM

Akhmad AuCa^. S.H. M.H.

RickoWahyudt. S.H .MH

YamHandsyani. S H . MH

Chainji Umam, 8.H. M H.

Jabatan

(CepAPuaatPUU

Katubag TU Pus« PUU

Perancang PUU Madya
(KortNd Pot^ukam)

Perancang PUU Madya
i (KoM Eku«^6ang)
pi^ncang Madya
(Kortxd Kasra dan

Pafancang PUU Madya
(Memo*) ^

Tanda Tangan

Perancang PUU Madya '
(Mentor) i ^

NurOhanatyanfaAtoanyTanJung i C*lon Parancang PUU
S H ! (CPNS)

Eslhar Putrf L^smaida Paniaftan.
SH

OaBa Asfanna Cahyaningfuiv S H

M Oadmon SH

Surmra AMt Nagars. 8 H

Caion Perancang PUU
(CPNS)

Caion Parancang PUU
(CPNS)

Caion PiaiNjiig PUU
(CPNS)

Caion Parancang PUU
(CP>^
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SEKRKTARIAT JKNDF.RAU DAN BADA> KF.AHt.lAN
DEW/VN PERWAKIU^N KAKVAT REPliHI.IK INDONTISIA

LAPORAN RAPAT AU AL KOOROINASI AKTIULISASI CPNSTAHUN

Talnm Stdang
Mass Penldongan

Tri^^vlan

RopQl kf

Siial

Jcnts r^Mt

Han.lan££Bl
Puku)

Tempal

Kctua Ropal

Sckrctwis

Hadir

Acars

2019

Teriurup
Rapot Au-at Koordinasi Aktualisaxi CPNS Tahtm 2019
Selasa. 23 Juli 20I<)

OS.OO-IO OO WID

Ruang Rapol Kepola Pusal l.t.7 Sckrcuhst Jcnderal dan Bodan
Kcahlian DPR Rl

Dr. Inoscntim Samsul. S.H^ M.Hum.

Dcla Asfarina Cahyoningntm. S.(l.

12 orant; (icrlampirr

Rapat Awul Koordinasi Aktualiaasi CPNS Talttm 2019 dcngan
Bopok KcpuJj l*u.«at Pl'lJ dan j^anmnyo.

I. PENDAHl'LUAN

1. Riipai pada hori Sclasa. 23 Juli 20]V dibuka pukul 08.00 WIB oteh Bapak Akhmad
.Aula>vt schugai moderator untuk pcnihukaan rapar awal koordtnan AkiuaMsasi CPNS.

2. Rapat dinvjiakan lertutup uniuk umum.

n. POKOK-POKOK PEMBir ARAAN

Para CPS'S mcnjelabkan niengenai gagasan isu aktualisas ysns l«lah lU tqi
prc»cTiLi>ikandi Kupu pudu tonggal 24 Agusius 2019.
Para mentor mcnjcluskan mctigcnai gagasan isu CPNS v'ong pmentankan di Kopo pads
tanggal 24 Agustus 2019.

Sctiap CPNS mendapai tanggapan dan masukan dari Kepala Pusat Pl'l' dan part
Kourdinaictf Bidong.

Mosukon dari Pimpinan aiau Kepala Ptuai agar isu gagasan aktiMliNasi pcnyempunMno
iehih ke .-uihstansi pnxcdur kcseltmihan dan mefe\-ieu- >ang kurang d^ SOP
Penyusunon NA don Rl'U lenwbut. dan unluk poin usulan penults soiusiny-a dinibah
dari yang awnlnyo adunya pemhaiasan pcnyempunuan mcf\|adi mcnamhoMian pcoscdur
yang Icbih tcnglup mcngenoi iklak lanjui dari masukan AKU aiau Angguui l>e«aik

DPatfr
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diharapkan agar nantinya apa yang diiakukan ulch peranouig sudah ada dasar SOP nya
dalom roelakukan penyempumaan.

III. KESIMPliLAN
Pcrlu ada diskusi lebifa taiQut terkait pcmbahasan mcngenai aktuaiisasi dengan para senior
CPNS 2018 untuk sharing pcngalaman.

IV. PENITIEP

Rapul ditutup pada pukuJ 10.00 WTB
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Koordimiior Bidong Politik liukum don HAM
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Nvnor

Sifot

sckrctariat jcnoeral dam BADAN keamuan
DBWAN P6RWAK1LAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

23Aoo»tu»201«
B<bb»

OBfSV't
UftCangan FUpat

Yth 1 KepaU Bagtan OrganlMii d«n Tata Uka»n»2. Kopala Subbaglan Tata LaKsana|̂)n^unoS<kr«urtatJept*gr«> DPR RJ
Jafcarta

Barsama .n. kam. b^KahtAan dengan ham«.Urvjang^ftdang Badan Keahban DPR R1 ates iwm ^akan maogadakan kegiatan C>Sn«wTata Lakaana dalamPenyampumaan SOP Pariyuii^an NA^ RUU Gojonaan 3 Tahun20l9rangka Paiabhan Oaaar Calon Pega*ai Negen S»lAngWtan UGdongan i. lanun ».
Sehutxingan dangan hat terwbot. kami nwogundang tDu untuk hadtf dalam rapaty«ngakan d^lakaanaMn pada.

Han tanggal Rabu. 23Aguftus 2019
Waktu Pukul 14 00WIB»d saiesaiAcara Rapal Pambahasan Konaap Pany^mpumaan 50PTampat Ruang Rapat Organiw»» Tata Laksana GadungSekratanat Jendaraf OPR Ri

Jl Jend Gaiol Soebroto Jakarta Pus«

Manglngat pert^ignya acara dtmakiud. kwni men^iafapkan kahadran Itei gMmaoiberikan arahan dan masukannya

UntiA kaJancaran komuoikasi dan mformasi tanjut dapirt manghubuogiSdn Ma/^rfanna Cahyanlngrufn, SX 065600011907

Oamftcian untuk me*^ maUian atas perhaUn 6m hwediaan tnukarmmenguc^jkanterima kuA)

• n KapadaPiAat
Kacala StA Bagan Tata Usahs

Fuaal Piiian anfiin tfnfianp tmrHnq

Tynbusan
« K«pM PiM Paf»ncangan Undaog-Undang

i-
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No.

3.

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN DRAF SOP

PENYUSUNAN NA dan RUU

Karl, Tanggal; Jumat, 23 Agustus 2019
Waktu : Pulcul14.00 WIB8.d, ^
Tampet : Ruang Rapat Ortala . Gedung Sakretariat Jendaral dan BK

DPR Rl

Nama

bra. tanli Sumartini,
M.Si.
Ni'mah Wahyu Pumaml.
S.E.

Oela Asfarina

Cahyaningrum. S.H

Jabatan

Kepaia BagianOrganisasi dan Tata
Laksana
Kepaia SuM>agian Tata Laksana

Calon Pecancang Undang-Undang Ahfl
Pertama

S-5fe.v
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SKKRKTARIAT JKNDERAL DAN BADAN KF.AHI.lAN

DEWAN PF.RWAKILAN RAKVAT RFPl BLIK INDONESIA
LAPORAN RAPAT PEMBAIiASAN KONSEP PENYEMPI R.NAAN SOP

l»ENYUSLrNAiN NA DA^ RUt KK<;iATAN AKTl ALlSASI CPNSTAHUN 2019

1'aliun SIdang
Masa Persidai^an

TriN^-ulan

Rapai ke

Sifat

Jenis rapai

Mailtanggal

Pukul

Tcmpai

Ketua Rapat

Sckrctaris

iladir

Acara

2019

Tertunip

Rapat Pembahasan Konsep Penycmpumaan SOP
Junuu 23 Agustux 2U19
14.00- selesai

Riiang Rapai Organisasi Tntalakaana Sdcretariat Jendemi don Badan
Keahlian DPR RJ

Ni'mah Wahvu Pumami. S.E

Dela Asfarina Cahyaningrum. S.H.
3 orang (teriampir)

Rapat Pembahasan Konsep Pcnycmpumaan SOP Pcnyusunan NA
dan RUIL

PENDAHITLIAN

1. Rapat pada hari Jumat, 23 Agustus 20]9 dibuka pukul 14.00 WIB oleh tbu Ni'mah
W^jii Pumami. S.E scbagai Kctua Rapat untuk Pembukaan Pembahasan Kooscp
Pcoycmpumaan SOP Pcnyu-sunan NA dan Rl'l;,

2. Rapat dinvatakan lertutup untuk umtim.

tL POKOK-POKOK PFMBICARAAN

Dela Asfahna menjclaskan mengenai gagasan tsuakmalisasi CPNS mengeiuu koftsep
penycmputmaon SOP pcnNusunan NA dan RUU guna mcndukung tugas den fimyd
Organisasi Tata I.ak.sana.

Dela Asfarina mengkonsuitasikann pokok-pokok apasaja yang mcnjadi foktM
penyempumaan. sehingga agar didapat konsep yang matang dalarn penNempumaan.
Ibu Ni'mah membcrikan mengenai nrvisi gambar conneciof pengambilan kcpunisaa
dan pcnerima lugas lalu penggunaan hahasa dalam SOP penNempumaan tersctHit
Beberapa tahopan kcgiatan dipadalkan mcnjadi &alu kcgiatan agar tidok «>tyr maksimal
kegi^an karena standar ortala untuk .SOP paling ban>-ok sdaiah 21 kcgiatan
SOP existing beijumlah 29 kegiatan. Beberapa kegiaian admini»tratif ditna^an ke
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aalam proses wTaaupun dalam bcnruk kctenmgan stau SOP terwndiri yaim SOP Naskah
Dinas Korespondcnsi Badan Keahlwn.

. ttw Tanii membcrikan gamharan jelas mengcnai garis b«ar lugas ftingsi dan lahflpan
dari Pcrancang Peraiuran Pcnmdang-Undangan. Dan membcrikan masukan mengenai
tahapan adminisiraiiftiya dalam SOP dimasukan ke dalam proses %\alaupun dalam
bcntuk kelcnmgan aiau SOP lersendiri yaitu SOP Naskah Dinas Korcspondensi Badan
Kcahlian.

III. KESIMPI LAN

- Perlu ada diskusi lebih lanjut lerkait hasll revisi konsep penyempumaan SOP
Pcnyusunan NA dan RUU.

• Lampiran hasil pemhahasan.

IV. PENirrup

Rapat ditutup padapukul 16.00 WIB
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Nomof

Srfat
Derajat

' T Penhar

sekretariat jenderaldan badan keahliaN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESL

J- NJENDERAL OATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS l027n
mP ,021,^15349FAX 5716 4.3 6̂71S Wf aS.TE ^ dp. flo .d

A-\A /PU/Oa/2019

Biasa
Segera
Undangan Rapal.

23 Agustus 2019

Ylh. I.KoordlnatorBidang
2. Mantor Latsar CPNS 2019
^ Parancang Undang<Undang
dl Linokunaan Pu»at PUU pK pPR
sJakadg

Bersama ini kami benlahukan dengan honrtat. bahwa CPNS di
Pecancangan Uodang-UixJang Badan Keahiian DPR Rl akan mfingadakan
sosiaitsasi kegiatan aktualisasi dalam rangka Palatihan Dasar Caion Pegawai
Negen S«p<l Angkatan M. Goloogan 3. Tahun 2019

Sahubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saodara untuk hadir
dalam rapat yang akan dilaksanakan pada

Hari, tanggal Selasa. 27 Agustus 2019
Waktu Pukul 09 00 WIB s.d. setesai

Acara Sosialtsa» Kegiatan Aktuallsasi CPNS Tahun 2019

Tempat Ruang Rapa! 714. Lt 7. Gedung Se^en dan BK DPR
Rl. Ji Jend Gatot Subroto. Jakarta Pusat

Mengmgai pentingnya acara dimaksud. kami mer>gharapkan kehadtran
Saudara guna memberikan arahan dan masukannya

Oemikian untuk men]ad> maklum. atas perhaban dan kesediaan Saudara
kami mefigucapkan terima kasih.

Kepaia Sub Bagian Tata Usaha
Puaat Pera^ngan Undang-Undang,

9

Fahmi a«y>rf, «
NIP. 1M8061S199003 1 007

• V•' y-j"

' •

; j; > ' -r-^

. 'ir' -V'' ' -'A'- • .Vv' 'iV'
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Hari, Tanooat

Tampat

f*Ukul

Amanda

OAFTAR HADIR

: Salasa. 27 Agustus 2019

; R. Rapal 714. Pusat PUU. 5«<t«n dan BK DPR RI

: 09.00 s/d MtMal

! SosialtaMi Aktualisaat Palatihan Oaaar Calon Pagawal

Negari SIpil Sakratartat Jvndaral dan Badan Kaahlian DPR

RI Angkatan tl Tahun 2019 pada Unit Karja Puaat

Parancangan Undang-Undang

No. Nama

( I <5*M
X^Ck^

Um«/vni

- ^ .

j t^X>\9C>i
iO, j

II A>.IF USMAt^

f^4r '̂fUK4fU%it^K

Tanda
Tangan

\ejra«^C0rtf

fWvACAM.^ c«*y«

.it.
.^1

I
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Nama

. ^ .. I —

IT

W

v>

IV

IL

x%

Chnsiiod^ ttexi NU*haK<a

»i.

*'VJ ey» O

^60<lh S«l»Hr(Vv|t T.Uy
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SEKRF.TARIAT JENDKKAt DAN BADAN KFTAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R£i*UBLIK INDONESIA

LAPORAN RAPAl SOSIAIJSASI AKTUALISASI CPNS TAHUN 2019

1'ahunStdong
Miisa Pensidangan
Tri^^iilon

Rapai ke
Sifai

Jcnis ropa(

HaH.tanggal
Pukul

Tcmpat

Kctua Rapa!

Sekretaris

Iladtr

Acara

2019

TCTtutup
Rapat Aktualisasi CPNS Tahun 2019

Selaso. 27 Agustus 2019

09.00 WtB s.d. sclcsai

Ruang 714 Lt. 7 Sekrctariai Jcndcral dan Bad^in Kcahlian DPR R1

Mardisontori. S.Ag.. LLM
Dela Asfarinii Cahj-aningrum. S.H.

33 oning (tcrlampir)

Sostalisasi kcgiatan aktualisasi CPNS 2019 dcngan Bapak Kcpala
Pusai PLIIJ dan scluruh Pcrancang Peraturan Peniodang'undangaa.

I. PENDAIIlMiAN

1. Rapai pada hari Selasa. 27 Agustus 2019 dibuka pukul 09.00 WIB oleh Bapak Ricko
Wahyudt sebagai moderator untuk pembukaan Sosialisasi kegtatan aktualisasi CPNS
2019.

2. Rapai dinvaiakiinlenutup unruk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Para CPNS menjclaskan mengcnai kegiaian aktualisasi yimg telah didilaksanakan di
unit keija yaitu Pusat Fcrancangan I'ndung-Undang.

Setiap CPNS mendapat tanggapan dan masukan dari Kepala Pusat PUU dan para
Pcrancang Peraturan Pcrundang-Undangan.

Kcpata Pusat mcmberi arahan agar ditindak lanjuti naniinya sccara proscdur
rekomcndasi konsep pcnycmpuraaan SOP ini masuk kc dalain jalur resmi «g»w-
dilokukannyn cvaluast dan penycmpumaan karena menurutny^ SOP yang baik adalah
SOP yang dievalusi.

Pcrancang memberi masukan mcngenai paparan ogar lebih mcnahk dan ditengki^)i lagi
dari proses wawancora hasil wuwancarudsb.

1 jPi»g<

64
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III. KKSIMPtLAN

Hasii uklualisasi CPNS diharapLan dapat menjadikun rckomtrndasi dan dupai ditindnk itf^uti 5'i
olch Pusat Pcrancong IJndang-l tulang.

IV. PKM'TliP

Rapat diluUtp pada pukui 12.00 WIO

65

Jakarta. 23 Agustus 2019
Koordinatnr Bidang PoHltk Hukum dan HAM

Pusut PerancanMn L-ndflng-Undan^

NIP. 197703012002121005

2lPag<
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LAMPIRAN UNDANGAN WAWANCARA

Mil 13:28 9 m •'n>*'38%g~>

Mba Wiwien PUD Hi

30JULI2019

A Pesan yang dikirim kechat ini dan panggilan kini
diemankan dengan enkripsi end-to-end- Ketuk untuk

info selengkapnya.

S
assalamualaikum mba wtwin, ini
dela cpns qq ^

mba wiwin harl ini niat nya dela
mau wawancara mba wlwIn terkalt

program aictualisasi. mba wiwin ada

waktu jam berapa ya ? terimakasih
mba .1.

nn ng

Ok ghena. Siangan ya

mba wiwin
09 24

Ooh iya dela J,

. Maaf

Kmrn2 sm ghena wa an

oh iyamba . nanti kabarin yaa mba
kalomba wiwin udh free hehe ^

masih penilai

66

hm 13:28 e Q

<- ' Pak Zaqi PUU I* ^ :

info selengkapnya.

assalamualaikum pak, pak zaqi, saya
dela pak cpns . saya mohon ijin untuk
mewawancarai bapak mengenai
program aktualisasi saya tentang
SOP Penyusunan NA dan RUU pak.
kira2 bapak ada waktu kapan ya pak.

Terimakasih pak
in 43

ntar di hub Ig ya

Sekarang msh rapat

siap bapak. terimakasih 70 44vtf'

Sama2...Ji, J, X

w
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No

KONSEP PEWYEMPURNAAN SOP PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

K*giatan

Menerlma arahan dari Kepala Badan Ksahtian
a. untuk menyusun Naskah AkademiK (NA)6»

Rancangan Undang-Undang (RUU).

Menugaskan Tim Penyusunan NA dan RUU
^ (Tim) unUik melaksanakan penyusunan ftVTis

sc/wdUTs/rencana keglatan penyusunan NAdan
RUU.

Mengadakan rapat tim meiakukan Brainstormmg
a. dan menentukan Time Schedule' rencwia

Keglatan.

Menyampaikan timeschedule / mncana kagiatan
b. kepada Kepala Pusat Peiancangan Undang-

undang (PUU).

Menehma timo schedule I rencana kegiatan
penyusunan NA

b. Menugaskan Tim untuk:

1) Melakukan pengumpuian bahan kepustakaan

2<. Melakukan kajian dan telaahanbahan
kopustakaan tarkait urgansi RUU.

3) Menyusun outline NA.

Kapala
Badan

KMhIian

Kapua
PUU

TJfn
Kabag TU

BK

Kaaub TU

Puaat PUU
Kalangkapan

Arahan

DisposisI

Time Schedule t

Rencana

keglatan

Mutu Baku

Waktu

20menit

4 jam

20 meNt

Output

Di^wsisi

Time Schedule /

Rancana keglatan

Disposisi

Katarangan

Pembentukan Tim dilaksanakan

sesual dengan SOP

Pembentukan Tim Penyusunan
Naskah Akademik dan

Rancangan Undang-Undang.



Pelaksana MutuBaku

No Ksgiatan Kepala
Badan

Keahlian

Kapus
PUU

Tim
KabagTU

BK
KasubTU
Pusat PUU

Ketongk^an W«Mu Output
Keterangan

4 a. Melakulcao peogumpulanbahan kepustakaan,

Melakukan kajian dan ttiaahan bahan

kepustakaan terkait urgensi RUU.

c. Men/usun outline NA.

Mempiesentasikan dan menyampaHun outttne
NA

T

1

Disposisi 4 hari

Bahan pustaka.
Kajian urgensi

RUU, Outline NA

S MemeriksaoutlineNA dan urgensi RUU, apabiia;

Tidak ada korrttsi. menugaskan Tim untuk
^ menindaWanjuti fencana )<egiatan dan

mengunggah urgent RUU ke weo SIMAS PUU

(V)

^ Ada Korekai, menyampaikan Kepads Um untuK
diperbaiki (T).

|t|

Outine NA dan
Kejian urgensi

RUU

60 menit

Oisposisi. Outline
NA dan Kajiwi

urgensi RUU yang
telah dikoreksi

6 a. Mengunggah Urgensi NA ke web SIPwtAS PUU

^ Melakukan diskusi dengan pakar/narasumber
terlcart penyusunan NA dan RUU.

f

Kajian urgensi 2 Jam

180 menit

Urgensi terunggah
di web Stmas PUU

dan Parjsipasi

Masyarakat

Kegiatan

Pengunggahan Urgensi NAke
dalam wM> SIMAS PUU

dilakukan oieh saiah satu

anggoia tim (Perancang Undang
Undang) yang diunjuk.

Di^usi dilaksanakwi maksimal

4 kali dalam 4 hari (SOP Diskusi
'al<ar/ Narasumber).



No K«g>«tan

Pelakaana Mutu Baku

Kepala
Badan

Kapua
PUU

Tim
KabagTU

BK

KasubTU

Pusat PUU Ketongfcapan WaMu Output
Itolarangm

Melakukan pengumpulan data penyustman MA
dan RUU dalam kota dan daerah.

IP

Disposal 10 hari Laporan

Pengumpulan data daiam kota

maksimal 3 kali dalam 3 hari

(SOP Pengumpulan Data).
Pengumpulan data ke daerah
dilaksanakan nuksimal 5 harl

(SOP Pengumpulan Data).

Menyusun laporan pengumpulan data
d. penyusunan NA dan RUU daiam kota dan

daarah.

Menyampaikan laporan pengumpulan data
' kepada Kepala Pusat PUU.

1
4 harl

20 menlt

Setiap pengumpulan data dalam
kota dlberikan waktu 1 han

setelahnya untuk menyusun
laporan. Setiap pengumpulan
data daerah dlberikan waktu 3

hari setelahnya untuk menyusun
laporan.

7 Memenksa laporan. apadMa;

ridak ada koreksi. fnenugaakan Tim untuk
a. merumuskan konsep NA dan menyusun

kerangka dasar drat RUU (Y).

Ada KoreKsi . menyampaikan Kepada tlm untuk
dipertMlki (T).

m:
Laporan 20 menlt Disposlst

Masukan dah

Kepala Pusat PUU

e
Melaksanakan penyusunan/parumusan konsep

" NA

Melaksanakan peryusunan kerangka dasar draft
b. RUU meliputi pengumpulan bahan. anattsts. dan

perumusan kerangka dasar Draft RUU.

^ Menyampaikan kerangka dasar/ sistematika RUU
kepada Kepa>a Pusal PUU *

DIsposisI 12 hah

1 harl

20 menlt

Konsep NA

Kerangka dasar
draf RUU

Rapat dilakukan dengan
pemtia^an tugas kepada
ar>ggota Um.
^apat diSaksanakan dalam
kurun waktu 12 hari kerja
dengan estimasi 3 jam per harl

selama 3 hari kerja dalam satu

msxKJU.

70



No Kagiatan

10

11

Merrwr ttsa Kerangkadasar,' soterpatika RLAJ
apabiia.

TkJak ada korek». menugaskan Tim gntuk
a. menyusun draf RUU dan Sahan presentasi

konsep NA oan Draft RUU (Y)

Ada koreksi. meny^npaikankepada tin unUjk
diperbaiki (T)

Mengadakan rapat untuk merumuskan draf RUU
sesuai masukan Kepala Pusat PUU.

^ MenyiapkanpefsantasikonaepNAdanRUU
kepada Kepala Pusat PUU.

Menyampaikan 6an mempresen-tasikan konsep
NA dan RUU kepada KepalaPusat PUU,

Memenksa konsep NA dan RUU yang dl
presentasikan;

Apabila ada masukan, ksmsep NA dan RUU
dacembalikan kepada Ketua Tim.

Apabrta tidak ada masukan. menugaskan tim
untukmelakukan uji konsep NA dan RUU serta

mengunggah konsep NA dan RUU ke vwb

SIMAS PUU

Kepala
Badan

Kaahlian

Kapua
PUU

m

0

i
3

Pelalcsana

Tim
KabagTU

BK

71

KasubTU

Pusat PUU Kelengk^an

Kerangka dasar
draf RUU

Disposisi

Konsep NA dan
RUU.

MutuBalni

Wattu

60 menit

12 ttan

2 hari

60 menit

Output

Oisposisi

Masukan dari

Kepala Pusat PUU

a. Kegiatan

b. Bahan

Presentasi Konsep
NAdan RUU

Konsep NA dan
RUU

Masukan dari

Kepala Pusat PUU

Ketarangan

Rapat ditaksanakan dalam
kurun waktu 12 harikerja
dengan estlmasi 3 jam per hari
selama 3 hari keija dalam satu
minggu.

Menyiapkan prwentasi konsep
NAdan RUUdisampaikan
melaluiemail kepada Kepala
Pusat PUU.

Presentasi dllaksanakan 1 hari.
Dalamhd koordinator Bidang
bukan sebagai ketua tim
didampingi oleh Koordirvitor

Bidang.

^erbaikan ataskonsep NA dan'
RUU disampaikan kembali

kepada Kepala Pusat PUU

maksimal dalam 2 hari.



12 a. Meiakukan ujikonsep NAdan RUU.

13

e.

Mongadakan rapat untuk membahas konsep NA
dan RUU berdasarkan hasil uji konsep.

Menyiapkan bahanpresentasi konsep NA dan
RUU untuk Kepala BK yang akan disampaikan
kepada Alat Kelengkapan DPR (AKD) atau
anggota DPR.

Menyampaikan bahan presentasi konsep NA dan
RUU kepada Kepala Pusat PUU.

Mengunggah konsep awal NA dan RUU He web
SIMAS PUU.

Memenksa t}ahan presentasi konsep NA danRUU
apabila:

72

Oisposisi

Konsep NA dan

RUU

Bahan

Presentasj

konsep NA dan
RUU

6 hari

180 menrt

2 harl

20menK

4 jam

1 hari

Laporan Kegiatan

Bahan presentasi

konsep NA dan
RUU.

Konsep NA dan

RUU terunggah dl
web SiMAS PUU

Konsep NA dan
RUU

3 hari uji konsep NAdan RUU
ke daerah dan 3 hari ujikonsep
NA dan RUU di dalam kota (6
hari).

Sesuai denganSOP Uji Konsep
NA dan RUU.

Uji Konsep NA dan RUU dapat
dilakukan meiaui seminar,
wortcshop/ tokakarya. atau FGD

Rapat untuk menibahaskonsep
NA dan RUU dilaksanakan 2

kali.

Penyiapan bahan presentasi
dilakswakan 2 hart.

Konsep NA dan RUU

disampaikan meiaui email
kepada Kepala Pusat PUU.

Pengunggahan konsep awal NA
dan RUU ke datam web SIMAS

PUU (Slakukan oleh salah satu

ar)ggota tim (Perar>cang Undang
Undang) yang ditur^uk.

Penyampaian bahan presentasi
konsep NAdan RUU kepada
Kepala Badan Keahlian melaiui
Noia Dir>as yang disusun sesuai

dengan SOP Penyusurtan
Naskah Oinas Koresponder^i
Pusat Perancangan Undang-
Undang



14

15

tkJak ada masukan. menugaskan Kasubbag TU
PUU untuk menindaklar^uti penyampaian bahan
presentasi konsep NAdan RUU kepada Kepala
Badan Keahlian.

ada masukan. mengembaJikan kepada iknuntuk
diperbaiki.

Memenksa bahanpresentasikonsep NA dan RUU.

ApaMa tidak adamasukan. Menugaskan Kabag
TU BK untuk moml>uat surat penyampaian NA
dan RUU kepadapimpinan AKD atau Anggota
OPR.

Apabila ada masukan, konsep NA dan RUU
b. dikembalikan kepada Kepala Pusat PUU untuk

diteruskan kepada tim.

^ Melaksanakan penyusunan suratpenyampaian
NA dan RUU kepadaAKD atau Anggota DPR

Melaporkan pelaksanaan tugas dan t^ak iarqut
surat penyampaian NA dan RUU dari Pimpinan
AKD atau Anggota DPR kepadaKepala BKD.

m

KasubTU

PuMt mju

Konsep NA dan

RUU

Disposisi

1 hari

1 hari

Masukan dari

Kepala Pusat PUU

Disposisi

Masukan dari

Kepala BKD

Surat

Setelah penyampaian bahan
presentasi dapat ditindaklanjutl
dengan presentasi yang
dilaksanakan oleh Kepala Pusat
PUU didampingi Koordinator
Bidang daiVatau Ketua Tim.

Presentasi dilaksanakan 1 hari

Tembusan disampaikan kepada
Sekretaris Jenderai DPR Rl dan

Kepala Pusat PUU

Penyusunan surat penyampaian
NA dan RUU kepada AKD atau

Anggota DPR dilaksanakan

sesuai SOP Penyusunan
Naskah Dinas Koresponderwi
TU Badan Keahfian.



16

18

Mempresentasikan NA dan RUU kepadaAKD
atau Af>9gota DPRdidampinff Kepala Pusat
PUU. Koofdtnatof Bidang. dan Tim.

Menedma masukandan tanggapan dari AKD
atauAnggota DPR tartiadap NA dan RUU yang
telah dipresentasikan:

yj Apabila adamasukan dan tanggapan. NA dan
RUU disempumakan oJeh Kepala BKD.

Apabila tidak ada masukaidantanggapan.
2) NA dan RUU diserahkan kepada AKD atau

Anggota DPR.

Menugaskan Kepala Pusat PUU untuk

menyempumakan NA dan RUU.

Menerlma dan menugaskan Ketua Tim untuk
melakukw penyempumaan NA dan RUU
berdasarkanmasukandan tanggapan AKD atau
Anggota DPR

Melaksanakan penj^mpumaai NA dan RUU
t>efdasvkan masukandan tanggapan dan AKD
atau Anggota DPR.

Mengadakan rapat untuk mengkaji.
menganalisis. dan menyempumakan masukan

b. tanggapan den AKD atau Anggota DPR.

Menyampaikan konsep NA dan RUU hasi)
penyempurnaan kepada Kepala Pusat PUU.

74

Surat/ Pemiinta

an

Disposisi

Disposisi

Laporan

1 hari

15 menit

2 hah

1 Jam

a. Presentasi

b. Masukan

c. Disposisi

Disposis

a. Kegiatan

b. Laporan

NA dan RUU

Kegiatan presentasi
dilaksanakan sesuai dengan
permintaan AKD atau Anggota
DPR.

Jika diperlukan. metakukan

diskusi leblh lanjut dengan
pakai? narasumber terkait

SLA>stansi yang menjadi pokok
perubahan NA dan RUU.

Jika diperlukan, melakukm i^i
konsep terhadap NA dan RUU

yang sudah di perbaiki.

Konsep NA dan RUU hasi)

penyempumaan disampatkan

melakji email atau presentasi

secara iar>g8ung kepada KepMi

Pusat PUU.



21

tidak ada korek».m«>ug8SKan Kasubbag
TU Pusat PUU untuk membuat surat

penyampaian NA dan RUU hasil penyempumaan
kepada Kepafa BKO.

^ Apabila ada masuKan, konsep NA dan RUU
dtkembaftkan kepaoa Ketua Tim.

ApeMa tiftak ada koreksi. TwiuQaskan Kabag
TU BK jntuk mentndak<anjuC penyampaian NA
dan RUU yang telah di sempumakanKepada
AKD atau Anggota DPR sefta rnenyampaikan
kepada Kepata Pusat PUU untuk rnengunggah
NA dan RUU <edalam webPerancanoan Undang
Undang ^

Apabila ada koreksi. konsep NA dan RUU
b. dikembatM^an kepada Kepala Pusat PUU

diteruskankepada tim untuk dipertiaiki.

Menyusun surat penyampaian NA dan RUU hasil
penyempomaan kepada PImpinan AKD atau

Anggota DPR.

Mengunggah NA dan RUU ke dalamweb Pusat
Perancar^gan Unoang-undang.

♦-

NA dan RUU

NA dan RUU

Disposisi

NA dan RUU

75

15 menu

IS menit

30 mwit

2 Jam

Disposisi

Masukan dari

Kepala Pusat PUU

Disposisi dan
Masukan dari

Kepala BKD

Copy, Surat, NA.
dan RUU

NA dan RUU

terunggah di web
Pusat

Perartcartgan
Undcmg-undartg

SOP Penyuaunan Naakah Dines

Pusat Perancangan Undang-
Unoang

Ten^usan disampadon kepada
Selvetaris Jenderal dan Kanjs
PUU.

SOP Naskah Oinas

Korespondensi Badan Keahilan

Penugasan pengunggahan NA
dan RUU ke dalam web Pusat

PerarKangan Undang-undang
ddakukan oieh salah satu

anggota tim yang dltunjuk oteh

ketua tim.
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BAOAN KEAHLIAN
OEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

^ASARHUKUM;
Undang-Undang Nomof 12 Tahun 2011 tantang Pambontulur Paratirwi
PerundanQ-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tamang Mafeiis Pafmwyawarat*^
Rakyal. Dewan Parwakilan Rakyat. D«wan Parwakiian Daerah. dan Dawan
Pa^kHan Rakyat Daarah sabagaimana l•ia^ diubah dangan Undaro-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 lentang Pafubahan a(at Und«ng-Ufxl*xi
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Ma^elis Perrrxisyawaraian Rakyal Oawm
Ponwakilan Rakyat. Dowan Perwakitan Daarah, dan Dawan Pefwakilan
Rakyat Daerah
Paraturan Prandan RepuWik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tar4«ig
Sekratartal JendaraJ dan Badan Kaahhvi Dewan Parwakilan Rakyat RaoubMt
Indonesia

^aturan Dewan PerwaKilan Rakyat RepuUtk Indonesia Norrw 1 Tarx*i
^14 tentang Tata TertJb setsagatmana teiah diubah dengan Peraturan Devw)
Perwakitan Rakyat RepuWik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tantang :
Perubahan atas Peraiuran Dewan Peo'akilan Rakyat Reoubt* indorvsia
Nomof 1 Tahiji2014 tantang Tata TertJb
Peraturan Sekretans Jenderal Dewan Penwrtulan Rtfiyat Repi^ lndar>esia •
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Orgamsan dan Tafa Kana SekreCaiat Jenderaf
dan Badan Keah/ian Dewan Perwakitan Rakyat RepiM* Indonesia i

sebagaimana telah diubah dengan Peraiuran Sekretans Jender^ Deww^ i
Parwakilan Rakyal Republik lndof>esia Nomor 2 Tahun 2016 tern»)g |

NOWR SOP

TGL PEM8UATAN

TGL REVISI

TGLEFEkTiF'

OiS/^KAN 61EH~

PU.^56/SErJE^DFR Rl/8/2016

lU Agustus 2016

Pusal Perancangan

SH MHurr.

1,10 199003 1 007

AkADEMtK
IDAN6

NAMA SOP PENYUMNAN N

RANCAN6AN UND.

>-MAURKAW PELAk^Ar

1 J^;)WTw Strukti#Ofgani»a«Sekre»anat Jenderal d»i Badan KeaNian DPR Rl
2 MemahamiPenyu8ur\ar Naskah Akadamik
3 Mam^mi Penyusunan Rancangan Undang-Undar>g

OAN'"

Activate Wmc

76



Perubahan atas Pera&iran Sekretans Jenderal Dewan Perwakdsi Rakysi
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ogansasi dm Tata
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahhan Oe«wi Perwakilan Rakyat Raoueto
Indonesia

SOP Pembentukan Tim Naskah
AiM^ermtntaan Alat Katengkapan Dewan Penwakiian Rakyat RepuHik ; 2 Komputef/pwifBrfscannef

^ <«„ N„k3h Akad^n* d.,

.SOPP.^ulT»nL«^IK»« R-«a»wiU™to<vUna«v
•••••i*****^lfiiT*TAN DAW-HMBPM——

Peiaksana beflangaung |awab atas p«akunaan akiivitas rang lelah MmUfMm Oiwnpan Mbagai data manual dan aWdronik

Kaglatan
" - f.'-'.

a Menerima arahan dan Kepola
Badan Kaahlian OPR Rl (BKD)
untuk menyutun Naskah Akadem*

(NA) dan Rancangan Undang-
Undang (RUU)

b Menugaskan Ketua Tim untuk

melaksanakan penyusunan Ume
scheduh/TBTKana kegiatan penyu*
sunan NA dan RUU

8 Mengadakan rapat
anggota tim
1) Melakukan^^sinsfonriMTg
2) Menenlukan ffme scf>eduta'

foncana Kegiatan

dengan

Kapirf.!
BKD im

77

KMubteg
TUPusat

Mutu Baku

•«???• iw-<tu

Pembentukan Uni
dtbuat SOP tersandin

Activate Winc
4



3 ' a

b

Menyampaikan ume scheduiel
rencana kegiatan kepada Kapala
Pusat Perancangan Undang-
Undar>g (PUU)

Menenma t>ma schedule/TBncanB
kegiatan penyusunan NA.
Monugaskan Keiua Tim uniuk
1) Melakukan pengumpulan bahan

Kepustakaan

2) Melakukan Kajian dan lelaahan
bahan kepustakaan terkait

urgansi RUU
3} Menyusun outUntt NA

a Melakukan pengumpuJan bahan
kepustakaan
Melakukan kajian dan telaahvi
bahan kepustakaan tarkait urgenst
RUU

b Menyusun outline NA
c Mempresantasikan

menyampatkan outim NA dan

time sch0dul9l rencana ka^atan
kepada Pusat PUU

5 ^a Monyempaikan masukan terkiM
I outline NA dan time schedule/

rencana kegiatan kepada tim

b Menugaskan Ketua Tim untuh

menindaklanjuti rencana kegiatan

a Melakukan diskusi dengan
pakar/narasi^bef tarkait penyusurv
an NA dan RUU

mmmm

'^•P«hl -v\| 3t» -

78

Kasubbag
TU PuMt

i PUU

Kaleng-

scheduM

[^iposui

MutuBafcu

mant

4 ran

4han

Output/

Pustaka

Outhne

kMMlan

a Kegietan
b Laporan

'K^arara'an

a OfsNuai mmtrnUim:

maMtroat 4 kaU

dalam 4 hari (SOP



K*giatari

Melakukan pengumpulan data
penyusunan NA dan RUU dalam

kota dun daerah

C Menyusun laporan pengt^Tipui^
data penyutunan NA dan RUU

dalam kota dan daarah

d. Manyampaikan laporan pengum-
putan data kepada Kapala Pusat

PUU

a Menerima laporan
b Menugaskan tim untiA merumu»-

kan konsep NA dan marYyusun
keran^a da&ar draf RUU

Km^ j KapaU i <ir.KM I K—ubbag
j Puaat I Kama Tim i TUPuaat

^•:"~- I, PUU ; TISBK I

..i__

79

MutuBaku

iwaMu
kapan •

4han

Laporan

Otskuai Pakar/

t4arasumt>er)
Pengumpulan data
daiam kola maksimal

3 kab dtfam 3 han

(SOP Pengumputan
Data)
Pengumpulan data
ke daerah

dtlakuTMkan

maktirrtaJ S hvi

(SOP Pengumpulan
Data)
Setiap pengumpulan
data diton kota

dtbenkan waktu i

han Mtalahnya untuk
menyusu^ la^an
Setiap pengumpidan
data daerah

cMMnkan waktu 3

han setalahnya untuk
manyusun laporan

Activiite Wine

1 l-.'rn •ii,:? Ml ii,;

OvV^
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K«giat«n

Meogadakan rapat
merumuskan konsep NA
Mengadakan rapai uniuk menyuaun
karangka dasv draft RUU
1) Mengumpulkan bahan
2) Menganalisis bahan
3) Merumuskan kerangkadatar/

sistematika RUU

Menyampaikan kerangka dasar/
sislemalika RUU kepada Kapala
Pu»ai PUU

a Menarima karar)gka dasar/
sistemaiiKa RUU

b Memberi masukan tartiadap
kerar>gka dasar draf RUU

c Menugaskan Kelua Ttm untuk
menyusun draft RUU

a Merigadakan rapat untiA
merumuskan draf RUU

maaukan Kepala Pusat PUU

b Menyiapkan pre«antasi konsap NA
dan RUU kepada Kopaia Pusat

PUU
c Menyampaikan dan mempresanta-

sikan konsep f^A dan RUU kepada
Kepala Pusat PUU

untuk

TUBK : t

80

OHpoakSi

Karangka
dasar

draf RUU

Otapoatal

lutuMku

Ol/^Kff

12

han

1 han

a Kagutan i Rapat dilakukan dar>gv>
b Konsap Ipambagian lugas

NA ; kepada anggotatim
C Karartgka

dasar

draf RUU

20

manit

60 DtSpOSiSi
manil

Rapat driaksanakan

dangan pambagian
tugas kepada ang
gota tim. 12 han

Menyiapkan
prasantasi koosap
NA dan RUU. 2 hah
Kor^sap NA dan RUU
disan^kan malahji
amaii kapada Kapaia
Pusat PUU
Presantas dilaksana-
kan 1 han

Dalam. hal Koordina-.
tor Btdang bokan

12 a Keg«tan •

han b Bahan

Prasan

2han tasi

Konsep •

20 NAdan

mantt RUU

O'
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r 12,

13

14,

Kagiatan

Monerima konsep NA'^n RUU yang
telah dipresentasikan

a apatMta ada korek». konsap KA
dan RUU dikembaiikan kepada
Ketua Tirn

b apabda tidak ada korektj kons^
NA dan RUU dijadikan bahan
untuk melakukan u|i konsep NA
dan RUU

a Mengadakan rapat untufc

membahas konsep NA dan RUU

berdasarkan koreksi dan Ka0ala
Pusal PUU

b Menyampaikan konsep NA dvt

RUU hasit koreksi kepada Kepaia
Pusal PUU

Menugnskan Tim un(ij|> melekiikan up
konsep NA dan RUU

a Melokukan uji konsep NA dan RUU

Kepaia
BKD o.,.. i 1

81

KaaubteQ
TUPuaat

m

Konaep
HA

dVfRUU

dan RUU

dan RUU

Mutu Baku

Konsep NA
dan RUU

Konaep NA
dan RUU

a Ke^alan
b Bahan

Presenta-
si konsep

sebaga ketua dm

presantasi oieh ketua

tim didampngi Koor
dmalor Bidang

Rapat drtakaanattan
fnaktimal 2 hen

Oaiam hal Koordmalor

Bidang bukan tteftOQoi
ketua tim penibahasan
dtdampfngi Koordmalor
Bidang

a 3 han up llonaap NA
dan RUU ke daerah

dan 3 han Iconaafr
NA dan RUU dt dalam



Kagiatan

b Mengadakan rapat untuk
mambahas konsap NA dan RUU

berdasarkan hasil u)i kon»ep

Manytapkan bahan pre»antasi
konsep NA dan RUU untuk Kaptfa
BK yangakan disampaikan kepada
AJat Keiengkapan OPR (AKD) atau
Anggola DPR
Menyampa(k«i bahan presentasi
konsep NA dan RUU kapada
Kapata PumI PUU

Mempre»entasikan konsep NA dan
RUU kepada Kepaia BK
Menyampaikan konsep NA dan
RUU hasil presentasi kepada
Kepaia BK

K.P-.; I*?-?
BKD t ^ I K«u.Tlm

82

Kasubbag
TUPusat

1 han Konsap NA
dan RUU

kota (6 han)
Sasuai dangan
SOP Uji Kortsep
NA dan RUU
U)i Konsep NA
<lan RUU dapai
<Makukai malahfl

seminar, workshop

/tokakaiya. atau
FGD

Rapat untuk manv
bahas konsap NA
dan RUU dilaksana-

kan 2 han

Peayiapan bahan
presanUMt dOaktana-

kan2hah

d Konsep NA dan RUU

dtsafftpatkan me<atu
email kepada Kepaia
Pusat PUU

Presentasi
kan 1 han

Present** oteh Kepda
Pusal PUU dKlamptngi
Koordnator Btdang darV
atau Katua Tim.

^c.tlvale Winr. c

Ii! '.ri Ii'ii
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18

Menenma konsop NA dan RUU y*ig
telah dipresentasikan

a apabila ada koraksi konsap NA
dan RUU dikembaiikan kapa<la
Kepala Pusat PUU

diteruskan kepada tim
b apabila lidak ada koreksi. konsep

NA dan RUU disampaikan kepeda
AKOaiau Aoggola OPR

c Menuge»kan Kab«g TU BK untuk

membuat sural penyampeian NA

dan RUU kepada Pimpinan AKO
atau Angoota DPR

a ^mbuat sural penyampaian N^
dan RUU yartg drtuiuken kepada
Ptmpinan AKD atau Anggota DPR

D Melaporkan pelaksanaan tugos
dan lir^dak lanfut surat penyanv
paian NA dan RUU dan Pimp<nan

AKO atau Anggota DPR kepada
Kepala BKO

Alas permiruaan AKO atau Anggota
DPR. mempresenlasikan NA dan
RUU kepada AKD atau Anggota
DPR didampingi Kepala Pusat
PUU, Koofdir^lor Bidang, dan Tim
Menenma masuKan dan tanggapan
dan AKD atau Anggota DPR
terhadap NA dan RUU yang letah
dipresentasikan

1) apabila ada masukan dan

tanggapan NA dan RUU

Tidak

va

83

Dt$poe»s» ^ i fwn

StnV " t 1
PerTTMnia- )

an

Oispotiai

Sural

a Pmarv

taw

b Masiiian

c Dtsposts

TemtxiMn disampaikan
kepeda

1 Sekratans Jandertf
DPR

2 Kepala PuMi PUU

Sesuai den^ pem^'
taan AKD atau Anggota
DPR

Activate Wine
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20

21

22

•

Keglatan

dis«mpurnakan
BKD

2} apabila (Klak ada masukan dan
langgapan, NA dan RUU

diserahkan kapada AKO etau

Anggota OPR
c Menugatkan Kepala Pusal RUU

untuk menyempurnakan NA dwi

RUU
Mwertma dan menugaskan Keiua Tim
untuk melakukan penyempumaan NA
dan RUU berdasarkan masukan dw)

tanggapanAKD atau Anggota OPR.

oieh Kepala

Mengadakan rapat untuk manyam-
purnakan NA dan RUU sasuai

dengan masukan dan langgapan
dan AKO atau Anggota OPR
Manyampaikan NA dan RUU hasil
penyampumaan kepada Kepaia
Pusat PUU

Menanma NA dan RUU hasil

penyempurnaan

Menugaskan Kasubbag TUPusat
PUU untuk membuai surat

penyampaian NA dan RUU hawl

penyempumaan kepada Kepala
BKD

Membuat surat penyampaian NA
dan RUU hasil penyenpumaan
kepada Kepala BKO

Menyampaikan surat >(9psda

Kepala
BKD

Kepala
Pusat

m
KatxiaTIm Kabag

TUBK

84

KawDbig
TUPuaat

m

Kalana

m

Oispoaisi

Ot«poa(«

NA dan

RUU

WaMu

' manit

Output

OiSpOMW

a Kag«lan
b NAdan

RUU

Dispoxsi

Kapaia PumI PUU
<tap«t marugaskan
Koordoiaiar Bidang
untuk berkoordinasi

dengan Ketua Twn
daiam penyempumaan

NAdan RUU

.'Activate Wine
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Kegiatan

Kepala Pusa!

ditandatangani

Menandataogani surat penyampavi
NA dan RUU hasil penyemptrnaw
dan menugasKan Kasubbag TU Puaat
PUU untuk menyampaikannya kepada
Kepala BKD

untuk

Manyampatkan surat besaria lampiran
kapada Kapafa BKD malalui Kabag TU
BKD

Mwwima dan menyampaikan %uri
basana lamptrankapada Kapala BKD

Manenma NA dan RUU yang laiah
disampurnakan

Menugaskan Kabag TU BKD untuk
membual »ura( penyampaian NA
dan RUU kepada AKD atau

Anggota DPR

Mambual lurat penyampaian NA
dan RUU ha«l panyampumaan
kepada Pimpinan AKO atau

Anggota DPR
Menyampaikan surat kapada
Kepala BKD untuk ditandatangani

Menandatangani
menugaskan Kabag
menindaklantuti

»ural dan

TU BKO i^uk

Kepata
PuMt Katua'nm

85

Sism, NA. 10
dan RUU ' manH

NAdar

RUU

Oifpowti

Hutu Baku

Surat. NA

dan RUU

Surat. NA.
dan RUU

Tambusan diaafnpaikw
kapada
1 Sakratant Jandar^

DPR

2 Kapala Pusat l>UU
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K«glatan

« Meng.rimkan sural Kepa^
Pimpinan AKD atau Anggota OPR

^ copy Mat. NA, dan
WUU hasil penyempurnaan kepada
Kasubbag ru Pusaf PUU unluk

dtookumentasikan

Mendokumantasikan NA dan RlJU

•li^fc^*FUICSHM2»»'TUBK I

Disposisi

NA.RUU

86

WaMu Ocf^BUt

a Kegiatan
mann ; b Copy

sural

NA,d»i

RUU

dm RUU SOP

1 lw»andm


